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MOTTO 
 
 ُِعبَار َوُى لاِإ ٍَةثلاَث لَوَْنَ ْنِم ُفوُكَي اَم ِضْرلأا فِ اَمَك ِتاَكاَمَّسلا فِ اَم ُمَلْعَػي َوَّللا َّفَأ َرَػت َْلََأ لاَك ْمُهُ
 لاَك ْمُهُُسِداَس َوُى لاِإ ٍةَسَْخَ  بَنُػي َُّثُ اُوناَك اَم َنَْيأ ْمُهَُعَم َوُى لاِإ َرَػثْكَأ لاَك َكِلَذ ْنِم َنََْدأ اوُلِمَع َابِ ْمُهُُػئ
 َمْوَػي  ميِلَع ٍءْيَش  لُكِب َوَّللا َّفِإ ِةَماَيِقْلا 
Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga 
orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) 
lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan 
antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada 
bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan 
kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
(Qs. Al-Mujaadilah:7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
 
 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
 
 
x 
 
ء Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بىذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qa>la 
 
 
xii 
 
2. ليق Qi>la 
3. ؿوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
 
 
xiv 
 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم ام ك Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 ينلداعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ ولذ للها فإك 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 فازيلداك ليكلا اوفكأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRACT 
Muthi‟ah Widi Prawesti, NIM: 132111012, “The Professionality Sharia 
Supervisory Board and its Sharia Compliance Supervision in BMT 
Yaqawiyyu Jatinom Klaten and BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo. 
 
Sharia supervisory boards are DSN representatives placed in sharia financial 
institutions to oversee the operation of sharia financial institutions to conform 
with the sharia principles contained in the Fatwa DSN-MUI. There are several 
requirements that must be owned by the candidate members of the supervisory 
board of sharia, such as having morality karimah, having competence in sharia 
muamalah, have commitment to develop finance based on sharia and have 
cerfificate of supervision from DSN. In addition to having knowledge and 
understanding in fiqh muamalah, shariah supervisory board members must also 
have competence in the field of accounting and finance, because with a 
competence in the field can support the performance of the sharia supervisory 
board in carrying out its role and function as the supervisor sharia. 
This research is a field research using qualitative research method, that is 
research which emphasize the nature of reality by through interview. Data 
analysis technique used in this research is inductive data analysis with logic or 
reasoning process. 
The results of this study indicate that members of  sharia supervisory  the 
board is said to be professional can be seen from the report result of supervision 
made by sharia supervisory board. Through the reports of supervision results the 
BMT party can assess the performance sharia supervisory board in carrying out its 
duties as a supervisor of sharia. 
 
Keywords: Sharia Supervisory Board, Competence, Performance 
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ABSTRAK 
Muthi‟ah Widi Prawesti, NIM: 132111012, “Professionalitas Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) dan Perannya dalam Pengawasan Syariah 
Compliance di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT Nur Insan 
Mandiri Sukoharjo.” 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perwakilan DSN yang 
ditempatkan di lembaga keuangan syariah guna mengawasi jalannya operasional 
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang 
terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh 
calon anggota Dewan Pengawas Syariah, seperti memiliki akhlak karimah, 
memiliki kompetensi di bidang syariah muamalah, memiliki komitmen untuk 
mengembangkan keuangan berdasarkan syariah dan memiliki sertifikat 
pengawasan dari DSN. Selain memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang 
fiqh muamalah, anggota Dewan Pengawas Syariah juga harus memiliki 
kompetensi di bidang  akuntansi dan keuangan, karena dengan memiliki 
kompetensi di bidang tersebut dapat menunjang kinerja Dewan Pengawas Syariah 
dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengawas syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan sifat realitas 
dengan melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis data induktif dengan proses logika atau penalaran. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Dewan Pengawas 
Syariah dikatakan professional bisa dilihat dari laporan hasil pengawasan yang 
dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah.Melalui laporan hasil pengawasan tersebut 
pihak BMT bisa menilai kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan 
tugasnya sebagai Pengawas Syariah. 
 
Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kompetensi, Kinerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank 
yang berlandaskan syariah dan bergerak dalam skala mikro sebagaimana 
koperasi simpan pinjam (KSP). Selain itu, BMT juga dapat dikatakan 
sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di 
bidang keuangan. BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal 
(uang) saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq 
dan shadaqah (ZIS).
1 
Tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas ekonomi 
untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan 
anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT 
masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT 
berbeda dengan BPR Syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS). 
BMT berbadan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan 
Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan BPRS 
atau BUS terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan juga dari 
Bank Indonesia.
2 
                                                          
1
 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta:ISES Publishing, 
2008),hlm.15. 
2
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 
Agama, (Jakarta: Kencana, 2012),hlm.354. 
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Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala 
bentuk usahanya. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu 
yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah 
Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3
 
Badan pengawasan dalam BMT adalah badan yang berwenang 
dalam menetapkan kebijakan operasional BMT, seperti memilih badan 
pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT serta memberikan 
saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT.
4
 
Dengan begitu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting 
bagi BMT. 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan yang memiliki 
tugas dan mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produknya agar 
sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya 
diletakkan diposisi setingkat Dewan Komisaris setiap bank. Hal ini untuk 
menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS.
5 
                                                          
3
 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju…,hlm.16. 
4Dian Islamiati, “Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan 
Implementasinya di BMT Marwah Kecamatan Tambang”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan 
Ekonomi Islam UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 2. 
5
Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan 
syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.35. 
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Peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi 
jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-
transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus 
jika dibandingkan bank konvensional.
6
 
Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.3 
tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Kehadiran Dewan 
Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan, 
sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. 
DPS diangkat oleh DSN atas usulan lembaga keuangan syariah.
7 
Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
berdasarkan fatwa DSN-MUI, adalah sebagai berikut: 
1. Memiliki akhlaq karimah. 
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan 
syariah. 
                                                          
6Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani 
Press, 2001), hlm.234. 
7
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Ciputat: CV 
Gaung Persada, 2006), hlm. 437. 
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4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan 
dengan surat/sertifikat dari DSN.
8
 
Tugas dan fungsi DPS di BMT tidak jauh berbeda dengan yang 
terdapat di perbankan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberi 
kewenangan untuk mengawasi serta mengarahkan aktivitas lembaga 
keuangan agar sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum Islam.
9
 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
di BMT masih belum optimal, mengingat hanya sesekali DPS hadir di 
BMT untuk mengontrol serta mengawasi operasional dari BMT tersebut. 
Bahkan ada DPS yang hadir di BMT pada saat ada undangan kegiatan dari 
BMT. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak bertugas untuk menangani 
pembiayaan bermasalah yang terdapat di BMT, karena penanganan 
terhadap pembiayaan bermasalah di BMT sudah menjadi tugas dari 
pengawas manajemen.
10
 
Penunjukkan DPS di BMT berdasarkan dengan keputusan rapat 
anggota dan bukan dari keputusan DSN-MUI. Hal itu memunculkan 
beberapa pertanyaan yaitu apakah professionalitas DPS di BMT khususnya 
di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri sudah sesuai dengan 
syarat anggota DPS yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI? Begitu juga 
                                                          
8
Ibid…, hlm. 439. 
9
Addul Azis, dkk., “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional 
Baitul Maal Wat Tamwil Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar, “Jurnal Parental, (Surakarta), 
Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 22. 
10
Sudaryanto, Pengelola BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 24 
Agustus 2017, jam 10.00-11.00 WIB. 
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dengan peran DPS di BMT, apakah dalam hal penentuan kebijakan hukum 
sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI?  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini 
untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul “Professionalitas 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Perannya dalam Pengawasan 
Syariah Compliance di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT 
Nur Insan Mandiri Sukoharjo”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 
penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana professionalitas DPS di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten 
dan BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo ? 
2. Bagaimana peran DPS dalam pengawasan syariah compliance di BMT 
Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui professionalitas DPS di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Klaten dan BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui peran DPS dalam pengawasan syariah compliance di 
BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT Nur Insan Mandiri 
Sukoharjo. 
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D. Kerangka Teori  
Profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang 
pendidikan dan keahlian dari masing-masing individu. Akan tetapi, 
keahlian yang diperoleh dari pendidikan belum bisa dikatakan sebagai 
profesi jika tidak disertai dengan penguasaan teori sistematis yang 
mendasari hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.
11
Seseorang 
dikatakan professional apabila ia kompeten dan memiliki kompetensi 
tertentu sehingga mendasari kinerjanya, dan kompetensi tersebut 
berhubungan dengan unjuk kerja yang efektif pada jabatan tertentu.
12
 
Professionalitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di suatu lembaga 
keuangan syariah diharapkan memiliki pengetahuan dan keahlian di 
bidang muamalah.  Berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI, bahwa syarat 
untuk menjadi anggota DPS adalah memiliki kompetensi kepakaran di 
bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau 
keuangan secara umum.
13
 
Seseorang yang telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya, maka orang 
tersebut telah melaksanakan peran.Peran sangat penting karena dapat 
mengatur perilaku seseorang, sehingga dengan adanya peran tersebut 
                                                          
11
Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 119. 
12
Ibid…, hlm. 72.  
13
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 439. 
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seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang 
sekelompoknya.
14
 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan seseorang yang 
mempunyai kedudukan dan status di sebuah lembaga keuangan syariah, 
sehingga DPS mempunyai peran untuk mengawasi jalannya operasional 
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
telah difatwakan oleh DSN.
15
 
“ Menurut Briston dan El-Ashker, DPS dimaksudkan sebagai 
mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja bank islam yang 
berkaitan dengan isu kepatuhan syariah. Selain itu, DPS 
dimaksudkan untuk memastikan semua kontrak, prosedur dan 
transaksi yang dilakukan oleh bank islam adalah sesuai dengan 
aturan islam. DPS juga diharapkan memastikan agar bank islam 
menunaikan kewajiban zakatnya”.16 
 
Dewan Pengawas Syariah mempunyai kedudukan sebagai dewan 
pengawas di sebuah lembaga keuangan syariah. DPS diposisikan setingkat 
dengan dewan komisaris, hal ini bertujuan untuk memudahkan DPS dalam 
mengawasi operasional dari lembaga keuangan tersebut, selain itu DPS 
juga bisa memberikan saran kepada dewan komisaris mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan aspek syariah.
17
 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 03 Tahun 2000, bahwa tugas 
dan fungsi utama DPS, meliputi: 
                                                          
14
Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 159. 
15Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari …, hlm. 234. 
16
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 209. 
17
Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank dan…, hlm.35. 
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1) Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi 
kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dengan ketentuan dan 
prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah 
Nasional (DSN). 
2) Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai 
berikut: 
a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, 
pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang 
syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 
b) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan 
Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan 
usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga 
keuangan syariah yang memerlukan kajian dan Fatwa dari 
DSN.
18
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian ini, penulis sejauh ini belum menemukan satu 
karyapun yang khusus membahas tentang “Professionalitas Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) dan Perannya dalam Pengawasan Syariah 
Compliance di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT Nur Insan 
Mandiri Sukoharjo.” Untuk itu, penulis membandingkan literatur-
literatur maupun dari penelitian terdahulu, seperti dari beberapa buku-
                                                          
18
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 439. 
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buku, skripsi dan jurnal yang sekiranya hampir sama dengan skripsi ini. 
Beberapa buku, skripsi dan jurnal yang penulis temukan adalah : 
Jurnal yang ditulis oleh Abdul Azis, Hisyam Faturrahman dan 
Nugraha Prihutama yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah 
dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (Studi di BMT 
Alfa Dinar Karanganyar)”, bahwa Dewan Pengawas Syariah di BMT Alfa 
Dinar Karanganyar telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan 
cukup baik. Proses pengawasan DPS telah dilakukan sesuai dengan 
patokan, yaitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
19
 
Skripsi yang disusun oleh Slamet Wahyudi, IAIN Surakarta, 
Fakultas Syariah tahun 2012 yang berjudul “Analisis Kinerja Dewan 
Pengawas Syariah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Syariah Dana 
Amanah Surakarta)”. Dewan Pengawas Syariah BPRS Dana Amanah 
Surakarta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, DPS di BPRS tersebut belum 
pernah mengeluarkan produk baru.
20
 
Jurnal yang ditulis oleh Amir Mu‟allim dan M. Zainal Abidin yang 
berjudul “Profesionalisme Praktisi Baitul Mal Wa Tamwil di Kota 
                                                          
19Addul Azis, dkk., “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional 
Baitul Maal Wat Tamwil Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar“, Jurnal Parental, (Surakarta), 
Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 31. 
20Slamet Wahyudi, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus di Bank 
Pembiayaan Syariah Dana Amanah Surakarta), Skripsi, Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, Surakarta, 2012, hlm. 74. 
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Yogyakarta dan Kabupaten Sleman”, bahwa profesionalisme praktisi 
BMT cenderung dimaknai dengan kualitas pelayanan BMT terhadap para 
nasabahnya. Padahal yang seharusnya menjadi penilaian profesionalisme 
praktisi BMT terletak pada penguasaan konsep keuangan syariah, baik 
secara teoritis maupun praktis. Profesionalisme praktisi BMT yang 
dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan dan penguasaan terhadap 
konsep-konsep keuangan syariah tidak muncul dalam penelitian ini.
21
 
Buku yang berjudul “Himpunan Fatwa DSN-MUI Tahun 2006”, 
menjelaskan berbagai fatwa-fatwa yang berkaitan dengan transaksi yang 
dilakukan oleh perbankan syariah, baik dalam hal penghimpunan dana, 
penyaluran dana maupun jasa-jasa perbankan. Serta petunjuk pelaksanaan 
penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan 
syariah juga dibahas dalam buku himpunan fatwa DSN-MUI ini.
22
 
Jurnal yang disusun olehLuqman Nurhisamyang berjudul 
“Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan 
Syariah”. Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas 
pengawasan terhadap kepatuhan syariah(Sharia Compliance). DPS 
ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, kedudukan DPS sangat 
menentukan terciptanya kepatuhan syariah sharia compliance yang 
                                                          
21Amir Mu‟allim dan M.Zainal Abidin, “Profesionalisme Praktisi Baitul Mal Wa Tamwil 
di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman”, Jurnal Studi Agama, (Yogyakarta), Vol.IV Nomor 2, 
2005, hlm.95. 
22
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 438. 
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merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha 
industri keuangan syariah.
23
 
Persamaan antara skripsi penulis dengan beberapa penelitian 
terdahulu terletak pada peran DPS di berbagai BMT, sedangkan 
perbedaannya penulis lebih terfokus pada professionalitas DPS dan 
perannya dalam pengawasan syariah compliance di BMT. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 
research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu 
proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada fenomena 
sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menekankan 
sifat realitas dengan melalui wawancara antara peneliti dengan subyek 
yang diteliti.
24
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini, yaitu BMT Yaqawiyyu Jl. Pasar 
Gabus, Jatinom, Klaten 57481dan BMT Nur Insan Mandiri Jl. Mangesti 
Raya No.12, Waru, Baki, Sukoharjo 57556, yang mampu untuk 
memberikan kebutuhan akan data-data yang diteliti. 
                                                          
23Luqman Nurhisam, „‟Kepatuhan Syariah Sharia Compliance dalam Industri Keuangan 
Syariah‟‟, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,(Yogyakarta), Vol. 23 Nomor 1, 2016, hlm. 95. 
24
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-34. 
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3. Jenis Data 
Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas data yang 
dipakai dalam penulisan ini adalah: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 
melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan obyek yang 
diteliti, yaitu professionalitas DPS dan perannya dalam penentuan 
kebijakan hukum di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri 
untuk digunakan dalam analisis. 
b. Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang 
diperoleh dari dokumen-dokumen di lembaga BMT Yaqawiyyu 
dan BMT Nur Insan Mandiri. 
4.  Teknik pengumpulan data 
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 
maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 
a. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yaitu antara 
penulis dengan manajer BMT atau antara penulis dengandewan 
pengawas syariah (DPS) yang dilakukan secara langsung dan tatap 
muka (face to face) dengan maksud untuk memperoleh data dari 
obyek yang diteliti.
25
 
b. Dokumentasi adalah penelusuran dokumen-dokumen yang terdapat 
di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri, seperti Laporan 
                                                          
25
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172. 
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Hasil Pengawasan DPS di BMT, SOP Sistem Kerja DPS di BMT 
dan Sertifikasi DPS. 
5.  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
induktif. Induktif merupakan proses logika yang berangkat dari fakta-
fakta khusus atau peristiwa yang riil (nyata), kemudian ditarik 
kesimpulan menuju teori atau kaidah umum.
26
 
Dalam hal ini, analisis data dimulai dari penetapan masalah, 
pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi 
sehingga dengan wawancara dan dokumentasi penulis bisa 
memperoleh fakta-fakta dari subyek yang diteliti, setelah data 
terkumpul kemudian dilakukan pembahasan dan penganalisaan data 
serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil 
pembahasan.
27
 
G. Sistematika Penulisan 
Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang di 
gunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka 
pembahasan di bagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
26
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 431.  
27
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian…, hlm. 192. 
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Pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan tentang 
hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode 
penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penelitian. 
Kedua, Landasan Teori. Dalam bab ini berisi tentang telaah 
pustaka dan membahas tentang pengertian Dewan Pengawas Syariah, 
Professionalitas Dewan Pengawas Syariah dan Peran Dewan Pengawas 
Syariah. 
Ketiga, Hasil penelitian. Bab ini membahas hasil penelitian tentang 
Professionalitas Dewan Pengawas Syariah dan Peran Dewan Pengawas 
Syariah yang berisi kompetensi, kinerja DPS serta status/kedudukan, 
tugas dan fungsi DPS. 
Keempat, Analisis. Bab ini merupakan interpretasi dari hasil 
pengelolaan data yang telah dilakukan, hasil ini merupakan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti yaitu professionalitas Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) dan Perannya dalam Pengawasan Syariah Complience di 
BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri. 
Kelima, Penutup. Bab ini disusun suatu kesimpulan dari hasil 
penelitian kemudian dilanjutkan dengan saran. Saran diperuntukan bagi 
peneliti dan lembaga yang diteliti yaitu BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur 
Insan Mandiri. 
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BAB II 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
 
A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 
Kata dewan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah badan 
yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu 
dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti 
pengawas.
28
 Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang 
kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah maupun bidang 
muamalah.
29
 Jadi Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang terdiri 
dari beberapa orang yang pekerjaan dan tugasnya untuk mengawasi dan 
mengatur jalannya lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah wajib 
mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam islam, yang 
meliputi:
 30
 
1) Jalbul Mashalih, yaitu menerapkan, mengambil, dan menjaga unsur-
unsur kebaikan yang terdapat dalam maqashid syariah (terpeliharanya 
                                                          
28
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 
289. 
29
 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di 
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 24. 
30
 Thalis Noor Cahyadi, “Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya,” Jurnal 
Ekonomi Syariah Indonesia, (Yogyakarta), Vol. II, Nomor 2 Desember, 2012, hlm. 176. 
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lima maslahah), seperti:  risiko moral dan agama (hifdz din), risiko akal 
(hifdz „aql), risiko keuangan (hifdz maal), risiko generasi (hifdz nasl) 
dan risiko reputasi (hifdz irdh). 
2) Dar‟ul Mafasid, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat 
menimbulkan kerusakan maqasid syariah dan kerusakan materi lainnya. 
3) Saddudz Dzari‟ah, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah adanya 
resiko pelanggaran terhadap ketentuan syariah atau ketentuan lainnya 
dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, produktifitas, 
profitabilitas, kemanfaatan dan kemaslahatan. 
Menurut Professor Rifaat Karim sebagaimana dikutip oleh Adrian 
sutedi bahwa ada tiga model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Pengawas Syariah, yaitu:
 31
 
1) Model penasihat, yaitu kedudukan pakar-pakar syariah selain sebagai 
penasihat semata, juga sebagai tenaga part time yang datang ke kantor 
jika diperlukan. 
2) Model pengawasan, yaitu pengawasan rutin yang dilakukan oleh 
beberapa pakar syariah di lembaga keuangan syariah untuk 
mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil 
keputusan operasional maupun keuangan organisasi. 
3) Model departemen syariah, dengan model ini pengawasan syariah yang 
dilakukan oleh pakar syariah bersifat full time, sehingga staff teknis 
                                                          
31
 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 253-254. 
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dapat membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan 
oleh ahli syariah departemen tersebut. 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang diangkat 
berdasarkan persetujuan DSN-MUI, yang terdiri dari para ulama yang 
menguasai bidang muamalah dan perbankan yang bertugas untuk 
mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produknya agar sesuai 
dengan ketentuan syariah.
32
 
“Menurut Fatwa DSN-MUI No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas syariah pada 
Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, 
yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional”.33 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting yang 
terdapat di Lembaga Keuangan Syariah. Kedudukan dan fungsi DPS diatur 
dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang berkenaan dengan Susunan Pengurus DSN-MUI. DPS juga 
merupakan badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN 
di Lembaga Keuangan Syariah.
34
 
Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 tahun 2004 dalam 
ketentuan umum pasal 1 poin ke-19, bahwa Dewan Pengawas Syariah 
adalah dewan yang dipilih koperasi berdasarkan dengan keputusan rapat 
anggota, terdiri dari alim ulama yang ahli dalam syariah dan bertugas 
                                                          
32
 Hendi Yogi Prabowo dan Heri Sudarsono, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 35. 
33
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (ciputat: 
CV Gaung Persada), hlm. 439. 
34
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 541. 
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untuk mengawasi koperasi tersebut serta memiliki kewenangan untuk 
memberikan tanggapan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah Nasional.
35
 
B. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 
1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah 
Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga 
keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No.03 
Tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas 
Syariah pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai mediator atau 
perwakilan DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di 
lembaga keuangan syariah.
36
 
Dewan Pengawas Syariah mempunyai kedudukan yang penting di 
lembaga keuangan syariah, karena kedudukan DPS sejajar dengan 
Dewan Komisaris. Maka untuk memperlancar tugas dari DPS, lembaga 
keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas lain 
dan ruang kerja bagi DPS.
37
 
Legalitas kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT menjadi 
kuat karena berdasarkan dari hasil rapat anggota, dengan adanya rapat 
                                                          
35 Anik Arofah, “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di 
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten,” Skripsi, Diterbitkan, Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.  
36
 Sofiyah, “Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No.03 Tahun 2000 Berkaitan 
dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima 
Magelang,” Jurnal Muqtasid, (Yogyakarta), Vol. 3 Nomor 1 Juli, 2012, hlm. 141. 
37
 Anik Arofah, “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di 
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten,” Skripsi, Diterbitkan, Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 45. 
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anggota berarti bisa mengesahkan nama yang diajukan atau 
merekomendasikan kepada pengurus BMT untuk memilih seseorang 
sebagai Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah 
juga mempunyai kedudukan untuk melaporkan hasil pengawasannya 
kepada pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi, 
hal tersebut berdasarkan dengan pasal 32 KepMenKop No.91 Tahun 
2004, bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa 
Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip dan melaporkan hasil 
pengawasannya kepada pejabat.
38
 
2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 
a. Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain:  
1) Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip 
syariah.
39
 
2) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga 
keuangan yang diawasinya.
40
 
3) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum 
ada fatwanya.
41
 
                                                          
38
 Hatta Syamsuddin, “Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT (Tinjauan Regulasi dan 
Analisis)” dikutip dari http://www.academia.edu diakses 10 September 2017, hlm. 7. 
39
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 439. 
40
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari …, hlm. 234. 
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4) Mendiskusikan masalah-masalah transaksi keuangan di lembaga 
keuangan syariah, sehingga dapat ditetapkan kesesuaiannya atau 
ketidaksesuaiannya dengan syariah islam.
42
 
Menurut Surat Keputusan DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 
tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Masa Bhakti Th.2000-
2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk: 
1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga 
keuangan syariah. 
2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan 
syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan 
kepada DSN. 
3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga 
keuangan yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 
dua kali dalam setahun anggaran. 
4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan 
dengan DSN.
43
 
 
b. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: 
1) Sebagai penasehat pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 
usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-
hal yang terkait dengan syariah. 
2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN 
mengenai pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan 
syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 
3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga 
keuangan syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan 
                                                                                                                                                               
41
 Masliana, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan 
Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)”, Skripsi, Diterbitkan, Fakultas Syariah 
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 17. 
42 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah…, hlm. 247. 
43
 Ibid…, hlm. 256. 
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perkembangan dari lembaga keuangan syariah tersebut, sekurang-
kurangnya satu kali dalam setahun.
44
  
3. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 
Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu 
memberikan opini serta memberikan arahan, petunjuk, pelatihan yang 
berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada 
manajemen di lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, pelaksanaan 
kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah menjadi tanggung jawab 
pihak manajemen.
45
  
Secara praktis makna kepatuhan syariah adalah kepatuhan transaksi 
keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya berdasarkan dengan fatwa 
DSN. Oleh sebab itu, segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi 
acuan kerja bagi DPS yang memiliki daya ikat yang kuat dalam 
penerapan prinsip dan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.
46
 
Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi 
jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI, melakukan pembinaan akhlak seluruh karyawan di lembaga 
keuangan syariah berdasarkan dengan sistem pembinaan keislaman yang 
                                                          
44
 Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank…, hlm. 36. 
45
 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah…, hlm. 250. 
46
 Ibid…, hlm. 252. 
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telah diprogramkan setiap tahunnya dan juga melakukan seleksi 
karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.
47
 
C. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah 
Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah menurut Fatwa DSN-MUI 
No.03 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:  
1) Setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki sedikitnya tiga 
orang anggota Dewan Pengawas Syariah. 
2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. 
3) Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) 
tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu, apabila 
meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh Lembaga 
Keuangan Syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra 
Dewan Syariah Nasional.
48
 
Syarat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 
sebagai berikut:  
1) Memiliki akhlaq karimah. 
2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 
3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan 
syariah. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang 
dibuktikan dengan surat/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional.
49
 
Perangkapan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, sebagai 
berikut: 
1) Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di 
satu perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. 
2) Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota 
Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai 
anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua 
perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah. 
                                                          
47
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah…, hlm. 542. 
48
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 438. 
49
 Ibid…, hlm. 439. 
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3) Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya 
ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau 
menunggu berakhirnya tugas.
50
 
 
Menurut Perwataatmadja dan Antonio sebagaimana dikutip oleh 
Adrian Sutedi bahwa Dewan Pengawas Syariah terdiri dari para ahli 
syariah yang diharapkan bisa menguasai hukum dagang positif dan cukup 
terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan 
mengeluarkan pendapat atau independensi DPS, maka perlu diperhatikan 
hal-hal di bawah ini:
 51
 
1) Dewan Pengawas Syariah bukan seorang staff di sebuah lembaga 
keuangan syariah. 
2) Dewan Pengawas Syariah dipilih berdasarkan hasil dari Rapat Umum 
Anggota. 
3) Honorarium DPS ditentukan oleh Rapat Umum Anggota. 
4) Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas 
tertentu, seperti halnya Badan Pengawas lainnya. 
D. Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah  
Pada masa awal, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di lembaga keuangan syariah hanya diusulkan oleh lembaga 
keuangan syariah ke DSN-MUI untuk mendapatkan surat keputusan 
sebagai legalitas keanggotaan DPS di lembaga tersebut. Setelah keluar 
                                                          
50
 Ibid…, hlm. 440. 
51 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah…, hlm. 247. 
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Surat Keputusan DSN-MUI No.02 Tahun 2000, maka prosedur 
pengangkatan DPS adalah sebagai berikut: 
1) Calon anggota DPS diusulkan oleh lembaga keuangan syariah minimal 
2-3 orang. 
2) Nama-nama calon anggota DPS yang telah diusulkan kemudian diuji 
oleh DSN. Bagi calon yang dianggap memenuhi standar, maka DSN 
akan mengeluarkan surat rekomendasi. 
3) Nama-nama calon anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi, 
maka akan mengikuti workshop tentang DPS yang dibuat oleh DSN. 
4) Bagi anggota DPS yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh 
DSN, maka akan mendapatkan sertifikasi dari DSN.
52
  
Menurut Fatwa DSN-MUI No.03 Tahun 2000, bahwa prosedur 
pengangkatan atau penetapan, sebagai berikut: 
1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan 
anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Syariah Nasional. 
Permohonan tersebut disertai usulan nama calon Dewan Pengawas 
Syariah. 
2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian 
Dewan Syariah Nasional. 
3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional 
kemudian dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional. 
4) Pimpinan Dewan Syariah Nasional menetapkan nama-nama yang 
diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
53
 
 
Pasal 31, 32, 33 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengatur mengenai tata 
cara penetapan DPS. Setiap bank wajib mengusulkan atau mengajukan 
                                                          
52
 Ahmad Dahlan,  Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), 
hlm. 206-207. 
53 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 440. 
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calon anggota DPS untuk mendapatkan persetujuan dari BI dan DSN, 
permohonan persetujuan tersebut diajukan oleh bank kepada gubernur BI 
disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta. Persetujuan atau  
penolakan atas pengajuan calon anggota DPS selambat-lambatnya 30 hari 
sejak permohonan diterima oleh pihak BI. Penetapan calon anggota DPS 
oleh DSN dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BI. Permohonan 
penetapan tersebut wajib disampaikan oleh bank kepada DSN selambat-
lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan BI, kemudian 
DSN menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 hari setelah 
diterbitkannya surat persetujuan dari BI.
54
 
Prosedur pengangkatan anggota DPS di BMT berbeda dengan yang 
ada di perbankan syariah, calon anggota DPS di BMT dipilih berdasarkan 
usulan dari pengurus BMT dan penetapannya sendiri berdasarkan dari 
hasil rapat anggota pihak BMT. Penetapan anggota DPS sendiri harus 
memiliki beberapa kriteria diantaranya paham tentang fatwa yang 
dikeluarkan oleh DSN, ahli di bidang syariah muamalah dan ilmu 
akuntansi serta ilmu koperasi selain itu anggota DPS juga harus bisa 
membaca kitab kuning. Bahkan ada beberapa anggota DPS yang sudah 
mempunyai sertifikasi dari DSN-MUI bekerjasama dengan perhimpunan 
BMT pusat.
55
 
                                                          
54 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi…, hlm. 84. 
55
 Muhammad Hidayat, Manajer BMT Yaqawiyyu, Wawancara Pribadi, 8 September 
2017, jam 09.00-10.00 WIB. 
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E. Professionalitas Dewan Pengawas Syariah 
1. Professional 
a. pengertian professional 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah 
bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian 
(keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
56
 Sedangkan 
professional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan 
purnawaktu dan hidup dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan 
keahlian yang tinggi. Sebenarnya antara profesi (pekerjaan) dengan 
professional memiliki perbedaan, yaitu:
57
 
Profesi Professional 
1) Mengandalkan suatu 
keterampilan atau keahlian 
khusus. 
1) Orang yang tahu akan keahlian 
dan keterampilannya. 
2) Dilaksanakan sebagai suatu 
pekerjaan atau kegiatan 
utama (purna waktu). 
2) Orang yang meluangkan 
waktunya untuk pekerjaan atau 
kegiatannya. 
3) Dilaksanakan sebagai 
sumber utama nafkah hidup. 
3) Orang yang hidup dari kegiatan 
tersebut. 
4) Dilaksanakan dengan 
keterlibatan pribadi yang 
mendalam. 
4) Orang yang bangga akan 
pekerjaannya. 
Tabel 1. Perbedaan Profesi dan Professional 
                                                          
56
 https://kbbi.web.id/profesi diakses senin 19 Desember jam 09.33 
57
 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 119-
120. 
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Pengertian professional sendiri mengandung tiga unsur, yaitu :
58
 
Pertama, upah artinya seorang yang professional akan 
mendapatkan penghasilan dari aktivitas profesinya atau 
pekerjaannya sebagai tumpuan hidup. 
Kedua, pengetahuan dan ketrampilan khusus berarti seseorang 
baru bisa dikatakan professional apabila memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan dan untuk mendapatkan kemampuan itu, mereka harus 
menjalani pendidikan khusus. 
Ketiga, etika profesi. Etika adalah nilai-nilai profesi yang harus 
dijaga sungguh-sungguh oleh kaum professional, agar masyarakat 
tetap percaya pada profesi tersebut. 
b. kriteria professional 
Menurut parson sebagaimana dikutip oleh Karsidi, dkk. 
Seorang yang professional harus memenuhi beberapa kriteria sebagai 
berikut:  
1) Profesi mensyaratkan suatu pekerjaan itu harus didasarkan pada 
suatu pendidikan teknis formal yang dilengkapi dengan cara 
pengujian yang terinstitusionalisasikan pendidikannya, dan 
kompetensi orang-orang dari hasil didikannya. Pengujian para 
calon pengemban profesi sangat mengutamakan evaluasi 
rationalitas kognitif yang diterapkan pada bidang khusus tertentu. 
Oleh karena itu, sangat menekankan unsur intelektual. 
2) Adanya suatu penguasaan tradisi kultural dalam mengamalkan 
keahlian tertentu. Dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu 
sistem nilai yang berfungsi sebagai suatu standar normatif yang 
                                                          
58
 Karsidi, dkk., “Strategi Peningkatan Professionalisme Praktisi Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT) di Kabupaten Banyumas,” Jurnal Performance, (Yogyakarta) Vol. 14 Nomor 2, 2011, hlm. 
20. 
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menjadi kerangka orientasi dalam mengemban suatu profesi yang 
bersangkutan. 
3) Untuk menjamin bahwa kompetensi dari suatu okupasi 
(pekerjaan) akan digunakan cara-cara yang secara sosial 
bertanggung jawab, harus ada institusional berupa organisasi 
profesi, etika dan kode etik profesi dengan prosedur 
penegakannya, serta cara rekrutasi.
59
 
c.  prinsip-prinsip etika profesi 
Seorang yang professional harus memahami prinsip-prinsip 
etika profesi, antara lain sebagai berikut: 
1) Tanggung jawab, yaitu seorang yang professional harus 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, 
juga bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi tersebut bagi 
kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. 
2) Keadilan, seseorang yang professional harus memberikan kepada 
siapa saja apa yang menjadi haknya. 
3) Otonomi, dalam hal ini setiap kaum professional agar memiliki dan 
diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.
60
 
d. pribadi professional 
Seorang yang professional harus memiliki kepribadian sosial, 
sebagai berikut: 
1) Bertanggung jawab atas semua tindakannya. 
2) Berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya. 
3) Menyumbangkan pikiran untuk memajukan keterampilan atau 
kemahiran dan keahlian serta pengetahuan profesi. 
4) Menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya. 
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5) Menggunakan saluran yang baik dan benar serta legal dan halal 
untuk menyatakan ketidakpuasannya. 
6) Kesediaan bekerja untuk kepentingan asosiasi organisasi dan 
senantiasa memenuhi kewajiban organisasi profesinya. 
7) Mampu bekerja dengan baik dan benar tanpa pengawasan tetap 
atau terus-menerus. 
8) Mampu bekerja tanpa pengarahan terperinci. 
9) Tidak mengorbankan orang lain atau pihak lain demi kemajuan 
atau keuntungan  diri pribadinya semata. 
10) Setia pada profesi dan rekan seprofesi. 
11) Mampu menghindari desas-desus. 
12) Merasa bangga pada profesinya. 
13) Memiliki motivasi penuh untuk lebih mengutamakan kepentingan 
masyarakat yang dilayaninya. 
14) Jujur, tahu akan kewajiban dan menghormati hak pihak/orang lain. 
15) Segala pengalamannya senantiasa diniati dengan niat dan iktikad 
yang baik, tujuan yang dicapai hanya tujuan yang baik. Demikian 
pula tata cara mencapai tujuan itu juga dengan cara yang baik. 
 
2. Kompetensi 
Secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai keahlian atau 
keunggulan seseorang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan 
dan perilaku yang baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah 
keahlian dan keterampilan dasar serta pengalaman seseorang yang 
dapat mempengaruhi pekerjaannya secara efektif dan efisien atau 
sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditentukan.
61
 
Menurut Hutapea dan Thoha sebagaimana dikutip oleh Markx 
Pattiasina, dkk. Kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang 
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harus diketahui dan dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik.
62
 
Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan dan 
melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas keterampilan dan 
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 
pekerjaan tersebut.
63
 
Menurut Moeheriono dalam bukunya “Pengukuran Kinerja 
berbasis Kompetensi”, sebagaimana dikutip oleh Sandy Wulandari 
bahwa kompetensi individu dapat dikelompokkan menjadi dua, 
antara lain:
64
 
1) Kompetensi threshold atau kompetensi minimum, yaitu kompetensi 
dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. 
2) Kompetensi differentiating yaitu kompetensi yang membedakan 
seseorang yang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah dengan 
karyawan lainnya. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 
pelaksanaan tugas tertentu. 
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3. Kinerja 
Menurut Amstrong dan Baron sebagaimana dikutip oleh 
Markx Pattiasina, dkk. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan kepuasan konsumen dan 
memberikan kontribusi ekonomi.
65
 
Kinerja adalah hasil dari pekerjaan organisasi, yang dikerjakan 
oleh karyawan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dan 
arahan yang diberikan oleh pimpinan (manajer), kompetensi dan 
kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam bekerja.
66
 
Menurut torang sebagaimana dikutip oleh Christilia O Pasuma, 
kinerja adalah hasil kerja individu atau organisasi dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada 
norma, standar operasional prosedur kriteria dan ukuran yang telah 
ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.
67
 
Jadi kinerja adalah hasil kerja yang telah dilakukan oleh 
seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan 
atau prosedur yang  ditetapkan oleh pimpinan. 
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3. Professionalitas Dewan Pengawas Syariah 
Seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikatakan 
professional apabila ia mampu melaksanakan dan menyelesaikan 
tugasnya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimilikinya, sehingga ia bisa mendapatkan hasil dari tugas yang 
telah diselesaikan tersebut. 
Professionalitas DPS di lembaga keuangan syariah khususnya 
BMT diharapkan mengetahui tentang ilmu muamalah dan 
perbankan, hal ini seperti yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI 
bahwa untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah harus 
memiliki syarat-syarat  sebagai berikut: 
1) Memiliki akhlaq karimah. 
2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara 
umum. 
3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan 
berdasarkan syariah. 
4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan 
dengan surat atau sertifikat dari DSN.
68
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F. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Syariah 
Compliance  
Menurut AAOIFI Governance Standard, bahwa Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) harus berperan untuk melakukan review syariah dengan 
cara memeriksa kesesuaian prinsip syariah seperti yang terdapat dalam 
fatwa DSN-MUI dengan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan 
syariah.
69
 
Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi 
jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan syariah. Karena kegiatan transaksi yang terdapat di 
lembaga keuangan syariah bersifat khusus, sehingga diperlukan garis 
panduan untuk mengaturnya.
70
 
Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting agar lembaga 
keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang 
dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI. Tugas utama DPS untuk mengawasi 
jalannya kegiatan lembaga keuangan syariah, sedangkan fungsi utama 
DPS sebagai penasihat atau pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor 
cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan 
sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI 
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mengenai produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang 
memerlukan kajian serta fatwa dari DSN.
71
 
Berdasarkan tugas dan fungsi utama DPS , maka peran Dewan 
Pengawas Syariah terhadap lembaga keuangan syariah adalah: 
1) Melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga 
keuangan syariah. 
2) Memberi nasihat dan masukan terkait hal-hal yang sesuai dengan 
prinsip syariah kepada lembaga keuangan syariah. 
3) Memberikan opini syariah yaitu pendapat kolektif DPS yang berkaitan 
dengan produk atau aktivitas dari lembaga keuangan syariah yang telah 
dibahas secara mendalam sesuai dengan ketentuan syar‟i.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
71 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa…, hlm. 439. 
72 Anik Arofah, “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di 
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten,” Skripsi, Diterbitkan, Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 47-48. 
 BAB III 
PROFESSIONALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
A. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Yaqawiyyu 
Jatinom Klaten dan BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat selaku 
manajer BMT Yaqawiyyu pada hari jum‟at tanggal 8 September 2017 
pukul 09.00 WIB, bahwa untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di BMT Yaqawiyyu harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:  
1) Mengetahui fatwa DSN-MUI 
2) Mengetahui ilmu tentang akuntansi dan ilmu perkoperasian 
3) Bisa membaca kitab kuning. 
Pemahaman dan pengetahuan membaca kitab kuning merupakan 
salah satu syarat yang dimiliki oleh anggota DPS di BMT Yaqawiyyu 
karena dengan memahami kitab kuning, seorang anggota DPS diharapkan 
dapat mengetahui tentang aturan-aturan dalam hukum Islam dan dalil-dalil 
dari Al-Quran juga Hadits terutama yang berkaitan dengan akad-akad yang 
ada di BMT. Dewan Pengawas Syariah di BMT Yaqawiyyu terdiri dari 
ulama dan ustadz Muhammadiyah yang memahami tentang kitab kuning. 
BMT Yaqawiyyu berada di bawah Pimpinan Muhammadiyah, sehingga 
pengurus inti seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas berasal 
dari Muhammadiyah.
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Menurut Mustangin selaku DPS di BMT Yaqawiyyu, membaca 
kitab kuning bukan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh 
setiap anggota DPS di BMT tersebut. Mengingat kefasihan dalam 
membaca kitab kuning memerlukan pelatihan dan pemahaman yang cukup 
lama, bahkan bila perlu belajar membaca kitab kuning melalui pondok 
pesantren dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu, 
selama calon anggota DPS tersebut memahami tentang Fiqh Muamalah 
dan ilmu akuntansi maka dia bisa menjadi anggota DPS di BMT 
Yaqawiyyu.
74
 
Dewan Pengawas Syariah di BMT Nur Insan Mandiri merupakan 
lembaga kontrol yang bertugas untuk mengamankan BMT dari 
kecenderungan menyimpang dari prinsip-prinsip dan kaidah syariah Islam 
dalam bermuamalah (beraktivitas bisnis).
75
Syarat atau kriteria untuk 
menjadi anggota DPS di BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo, seperti yang 
terdapat di dalam Kelembagaan BMT tersebut adalah sebagai berikut:
76
 
1) Bersedia dan sanggup meluangkan waktu secara memadai untuk 
kepentingan BMT. 
2) Mempunyai wawasan luas, terampil dan mempunyai pengetahuan 
tentang ekonomi Islam, keuangan syariah dan BMT. 
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3) Belum pernah terlibat tindak pidana apapun dan tidak cacat moral. 
Menurut Sudaryanto selaku Pengelola di BMT Nur Insan Mandiri 
bahwa seorang anggota DPS bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan-
kegiatan yang diadakan oleh pihak BMT.Selain untuk mengawasi jalannya 
kegiatan atau operasional yang ada di BMT, seorang anggota DPS juga 
berkewajiban memberikan kajian minggu pagi kepada karyawan, nasabah 
dan masyarakat umum terkait dengan ilmu syariah khususnya muamalah 
yang diadakan 2 (dua) minggu sekali. Hal ini bertujuan agar masyarakat 
umum mengetahui tentang produk-produk yang ada di BMT dan mau 
menabung atau bertransaksi melalui BMT daripada bank konvensional.
77
 
DPS di BMT Nur Insan Mandiri harus memiliki wawasan luas dan 
pengetahuan tentang ekonomi Islam yaitu Fatwa DSN-MUI dan Fiqh 
Muamalah, serta mengetahui keuangan syariah dan BMT yang meliputi 
ilmu akuntansi dan ilmu koperasi. BMT Nur Insan Mandiri merupakan 
BMT yang berbadan hukum koperasi sehingga anggota DPS diharapkan 
mengetahui tentang ilmu koperasi. Anggota DPS juga diharapkan belum 
pernah terlibat tindak pindana maupun cacat moral karena jika DPS pernah 
terlibat tindak pidana akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 
BMT Nur Insan Mandiri.
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DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri memiliki 
kesamaan dalam pengetahuan tentang Fatwa DSN dan Fiqh Muamalah, 
ilmu akuntansi dan ilmu perkoperasianhal itu merupakan kompetensi dasar 
yang harus dimiliki oleh seorang anggota Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Kompetensi sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
79
 
1) Kompetensi threshold atau kompetensi minimum yaitu 
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. 
2) Kompetensi differentiating yaitu kompetensi yang membedakan 
seseorang yang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah dengan 
karyawan lainnya. 
 
Kompetensi differentiating anggota DPS bisa dilihat dari laporan 
pengawasan yang dibuat oleh DPS karena tugas DPS adalah untuk 
mengawasi jalannya operasional yang ada di BMT, maka pihak BMT 
meminta anggota DPS untuk melaporkan hasil kinerjanya melalui laporan 
tertulis yang diberikan pada saat Rapat Antar Anggota (RAT) pengurus 
BMT. Dengan adanya laporan pengawasan tersebut pihak BMT bisa 
memberikan penilaian baik maupun tidak baik terhadap kinerja DPS dalam 
melaksanakan tugasnya. Apabila kinerja DPS tersebut tidak baik maka 
pihak BMT akan memberikan teguran dan nasihat.
80
 
Anggota DPS di BMT Yaqawiyyu diharapkan bisa membaca kitab 
kuning berbeda dengan BMT Nur Insan Mandiri, seorang anggota DPS di 
BMT tersebutdiharapkan bisa meluangkan waktu demi kepentingan BMT 
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dan belum terlibat dalam tindak pidana apapun serta tidak cacat 
moral.Kepemilikan sertifikat pengawasan oleh salah seorang anggota DPS 
di BMT Yaqawiyyu yang telah mengikuti ujian serta pelatihan 
pengawasan yang diadakan oleh DSN-MUI bekerjasama dengan 
Perhimpunan BMT Pusat yaitu M.Mustangin.
81
Hal ini tentu menjadi 
pembeda dengan BMT Nur Insan Mandiri yang anggota DPSnya belum 
memiliki sertifikat pengawasan dari DSN-MUI. 
Menurut Fatwa DSN-MUI bahwa syarat untuk menjadi anggota 
Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah sebagai berikut:
82
 
1) Memiliki akhlaq karimah. 
2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari‟ah muamalah 
dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara 
umum. 
3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan 
berdasarkan syariah. 
4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan 
dengan surat/sertifikat dari DSN. 
 
Menurut penulis, sertifikat pengawasan bagi DPS bukanlah suatu 
kewajiban yang harus dimiliki oleh DPS karena sertifikat pengawasan 
hanya sebagai formalitas DPS dalam menjalankan tugasnya. Hal yang 
sama juga diungkapkan oleh Khotibul Umam selaku DPS di BMT Nur 
Insan Mandiri bahwa Selama anggota DPS tersebut dalam melaksanakan 
tugas untuk mengawasi dan mengontrol BMT tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan berjalan 
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sesuai dengan kewenangan dari DSN-MUI, maka sertifikat pengawasan 
bagi DPS itu tidak diperlukan.
83
 
B. Kinerja Dewan Pengawas Syariah terkait dengan Pengawasan, 
Pelaporan dan Keterlibatannya dalam Pengawasan Syariah 
Compliancedi BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT Nur Insan 
Mandiri Sukoharjo 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Yaqawiyyu telah 
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan 
aturan yang terdapat di BMT Yaqawiyyu. Dalam rangka untuk mendukung 
kinerja DPS dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 
Maka BMT selalu berpedoman pada aturan yang terdapat dalam  Pedoman 
Akad Syariah (PAS) BMT serta memberikan fasilitas kepada DPS, yang 
meliputi: 
1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan 
pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola 
BMT. 
2) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada 
pengelola BMT. 
3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara 
efektif. 
4) DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.84 
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Menurut Mustangin bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya 
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan akad-akad syariah yang terdapat di 
BMT yaqawiyyu. Apabila terdapat akad yang dalam pelaksanaannya 
terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, 
maka pihak DPS akan melaporkannya kepada pengelola BMT. Pelaporan 
yang dilakukan oleh DPS merupakan bentuk dari pertanggungjawaban 
DPS dalam mengawasi operasional BMT. pelaporan tersebut bisa berupa 
laporan lisan dan laporan tertulis. Laporan lisan dilakukan 1 (satu) bulan 
sekali oleh DPS kepada Pengelola BMT, sedangkan laporan tertulis 
dilakukan 1(satu) tahun sekali pada Raker (Rapat Kerja) Pengurus BMT 
Yaqawiyyu.
85
 
BMT Nur Insan Mandiri mempunyai pola pelaporan hasil 
pengawasan DPS dengan cara tertulis, hal ini tentu berbeda dengan BMT 
Yaqawiyyu yang memiliki pola pelaporan dengan cara lisan dan tertulis. 
Laporan tertulis DPS di BMT Nur Insan Mandiri dilakukan setiap 1 tahun 
sekali dalam Rapat Anggota Pengurus BMT.
86
 
Laporan hasil pengawasan DPS baik di BMT Yaqawiyyu maupun 
BMT Nur Insan Mandiri masih diberikan kepada pihak BMT, padahal 
dalam pasal 32 KepMenkop No.91 Tahun 2004 sudah dijelaskan bahwa  
“Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit 
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Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip dan melaporkan 
hasil pengawasannya kepada pejabat”.87 
 
Akan tetapi, sampai saat ini pelaporan kepada pejabat yang dalam 
hal ini adalah Kementrian Koperasi belum bisa terealisasikan dengan baik. 
Menurut Sudaryanto selaku Pengelola BMT Nur Insan Mandiri laporan 
yang diberikan kepada Kementrian Koperasi hanya laporan keuangan 
bukan laporan pengawasan DPS.
88
 
Pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BMT Yaqawiyyu dan 
BMT Nur Insan Mandiri sebaiknya selalu mengacu kepada prinsip-prinsip 
dasar pengawasan dalam Islam, yaitu Jalbul Mashalih, Dar‟ul Mafasid, 
danSaddudz Dzari‟ah.89 
Menurut penulis, anggota DPS dalam menjalankan tugasnya untuk 
mengawasi jalannya operasional yang ada di BMT, ada baiknya DPS 
tersebut juga menjaga unsur-unsur kebaikan yang terdapat dalam 
maqashid syariah (terpeliharanya lima maslahah) seperti risiko moral dan 
agama, risiko akal, risiko keuangan, risiko generasi dan risiko reputasiatau 
yang biasa dikenal dengan jalbul mashalih. Selain itu DPS juga 
diharapkan untuk menjaga dan menghindarkan maqasid syariah dari 
kerusakanatau yang dikenal dengan dar‟ul mafasid serta mencegah adanya 
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resiko pelannggaran terhadap ketentuan syariah dengan menggunakan 
prinsip kehati-hatian atau saddudz dzari‟ah. 
Dewan Pengawas Syariah di BMT Yaqawiyyu berkewajiban 
membuat laporan tertulis yang berupa laporan pertanggung jawaban 
tahunan yang meliputi:
90
 
1) Produk akad syariah yang dilaksanakan KSPPS BMT Yaqawiyyu, 
antara lain: 
a) Mudharabah, yaitu kerjasama usaha atau perniagaan antara BMT 
Yaqawiyyu sebagai pihak yang menyediakan modal dana 100% 
dengan pihak pengelola modal, untuk diusahakan dengan porsi 
keuntungan akan dibagi sesuai nisbah atau bagi hasil yang disepakati 
dimuka. Sedangkan kerugian akan ditanggung BMT Yaqawiyyu, 
kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola 
dana. 
b) Musyarakah, yaitu kerjasama perniagaan antara BMT Yaqawiyyu 
dengan mitra usaha, yang masing-masing memberikan modal. 
Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau 
berdasarkan kesepakatan di awal. 
c) Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) 
dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua 
belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayaran dan jangka 
waktu disepakati bersama. 
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d) Ijarah, yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa terhadap barang atau 
jasa dimana anggota melakukan pembayaran sewa secara angsuran 
atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. 
e) Qordh, yaitu pinjaman yang diberikan untuk kebajikan, dimana 
BMT tidak mengambil keuntungan, peminjam hanya 
mengembalikan pinjaman pokok saja. 
2) Laporan pelaksanaan kesesuaian produk dan jasa KSPPS BMT 
Yaqawiyyu dengan Fatwa DSN-MUI. 
No. Uraian Sesuai Belum Catatan 
1 Penyaluran Dana: 
 Murabahah 
 Mudharabah 
 Musyarakah 
 Ijarah 
 Qord 
 
  
  
  
  
  
  
2 Jasa: 
 Wakalah 
 
  
  
3 Operasional: 
 Penyaluran 
Dana 
 Operasional 
Jasa 
 
 
  
  
  
 
Tabel 2. Laporan kesesuaian akad-akad syariah BMT Yaqawiyyu dengan 
Fatwa DSN. 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa BMT Yaqawiyyu dalam 
mengembangkan dan menjalankan produk penyaluran dana telah sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah dan mengacu kepada Fatwa DSN-MUI. 
3) Opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan 
oleh KSPPS BMT Yaqawiyyu. 
Harus diakui bahwa belum sepenuhnya akad-akad syariah 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota, hal ini dikarenakan 
adanya kendala-kendala tertentu sehingga baru akad murabahah dan 
ijarah yang sering digunakan oleh BMTYaqawiyyu. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mustangin selaku 
DPS BMT Yaqawiyyu bahwa kendala yang dihadapi oleh BMT 
Yaqawiyyu adalah ketidaktahuan masyarakat akan tugas BMT beserta 
dengan produk atau akad-akad yang terdapat di BMT. Hal itu membuat 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memberikan arahan dan 
pembinaan terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui akan 
produk dan akad-akad yang terdapat di BMT Yaqawiyyu. Selama ini 
masyarakat hanya menggunakan akad murabahah dan ijarah untuk 
melakukan transaksi atau pembiayaan di BMT.
91
 
Pelaksanaan akad jual beli (murabahah) dengan wakalah belum 
dilakukan pengecekan secara optimal terhadap nota pembelian yang 
diberikan pihak II (sebagai pembeli), sehingga membuka peluang bagi 
anggota untuk melakukan penyimpangan pada pelaksanaan akad 
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murabahah tersebut. Murabahah merupakan jual beli barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
92
 Contoh 
Salam membutuhkan kendaraan dengan harga perolehan Rp. 
10.000.000,- Maka BMT Yaqawiyyu membelikan kendaraan tersebut 
dan menjualnya kepada Salam dengan harga jual Rp. 11.500.000,- 
Salam melakukan pembayaran dengan cara diangsur sesuai kesepakatan 
jangka waktu dengan pihak BMT Yaqawiyu.
93
 
Akad mudharabah dan musyarakah juga dipandang masih 
kurang dalam aspek pembinaannya terhadap para anggota yang dibiayai 
oleh BMT untuk mengembangkan usahanya. Kendala yang dihadapi 
oleh pihak BMT dan DPS terletak pada masyarakat yang belum 
mengetahui tentang akad mudharabah dan ilmu akuntansi sehingga 
anggota kesulitan dalam membuat laporan hasil usaha secara riil.Hal ini 
mengakibatkan pembagian hasil antara anggota atau nasabah dengan 
pihak BMT masih bersifat asumtif.
94
 
Kendala yang dihadapi oleh BMT Yaqawiyyu memiliki 
kesamaan dengan kendala yang terdapat di BMT Nur Insan Mandiri, 
sebagian masyarakat memang belum mengetahui tentang produk yang 
terdapat di BMT hal itu membuat anggota DPS dan pengelola BMT 
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untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait produk-
produk BMT dan juga memberikan arahan kepada masyarakat yang 
ingin melakukan transaksi di BMT Nur Insan Mandiri. Akad yang 
sering digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi adalah Akad 
murabahah.
95
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam laporan hasil 
evaluasi Dewan Pengawas Syariah di BMT Nur Insan Mandiri yang 
meliputi:
96
 
1) Evaluasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang dipergunakan. BMT Nur 
Insan Mandiri menggunakan prinsip: 
a) Dalam bermuamalah (berbisnis) tidak boleh melalaikan dalam 
mengingat Allah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. 
b) Tidak semata-mata untuk tujuan ekonomi tetapi juga diorientasikan 
untuk dakwah dan edukasi. 
c) Harta hasil muamalah dibelanjakan di jalan Allah dalam bentuk 
zakat, shadaqah, infaq fisabillah. 
d) Produk yang diperdagangkan harus halal dan tidak mengandung 
unsur haram, antara lain: khmar, bangkai, darah, daging babi dan 
binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 
e) Mekanisme dan transaksi dilakukan dengan cara suka sama suka, 
mengedepankan etika, tidak dengan cara yang batil seperti judi, 
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memaksa dan menzalimi misalnya mengurangi timbangan, 
merugikan, memalsu, menimbun, menaikkan harga. 
f) Jasa terbebas dari unsur riba. 
g) Prinsip berbagi keuntungan, manfaat dan risiko. 
h) Tidak ada unsur gharar baik karena ketidakjelasan barangnya, 
jenisnya, merknya, kondisinya, ukurannya, kualitasnya dsb. 
i) Harus ada akad/kontrak perjanjian. 
j) Harus ditulis/dicatat dan didokumentasikan terutama bila 
transaksinya tidak tunai. 
Point D menjelaskan, “perdagangan harus halal dan tidak 
mengandung unsur haram, seperti khmar, bangkai,darah, daging babi 
dan menyembelih binatang menyebut nama selain Allah”, sehingga 
pelarangan tentang unsur haram tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-
Quran Surat Al-Maidah ayat 3: 
 ِِوب ِوَّللا ِْيرَغِل َّلُِىأ اَمَك ِرِيزِْنْلخا ُمَْلحَك ُـ َّدلاَك ُةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَم رُح ُةَذوُقْوَمْلاَك ُةَقِنَخْنُمْلاَك
 ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَك ْمُتْي ََّكذ اَم لاِإ ُعُبَّسلا َلَكَأ اَمَك ُةَحيِطَّنلاَك َُةي دَرَػتُمْلاَك… 
Artinya: 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 
(daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang 
tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang 
diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih 
untuk berhala…. 
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Melihat hal itu, BMT Nur Insan Mandiri dalam bertransaksi dan 
melayani masyarakat selain berpedoman terhadap aturan yang terdapat 
di dalam Fatwa DSN-MUI. BMT Nur Insan Mandiri juga berpedoman 
terhadap aturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga 
produk-produk yang digunakan untuk melayani masyarakat tidak 
menyimpang dari aturan Al-Quran dan Hadis.
97
 
Bertransaksi khususnya di bidang muamalah diperlukan adanya 
akad atau kontrak perjanjian untuk menguatkan perjanjian yang terjadi 
diantara kedua belah pihak, seperti yang terdapat di dalam point i 
“harus ada akad/kontrak perjanjian”. Akad merupakan kesepakatan 
dalam perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
98
 Adanya 
akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak BMT Nur Insan 
Mandiri dan nasabah dapat meminimalisir terjadinya resiko 
penyimpangan yang terjadi.
99
 
Menurut Khotibul Umam, karena banyak masyarakat yang 
belum paham akan produk-produk yang terdapat di BMT apabila ada 
masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan produk atau akad 
yang ada di BMT, maka pihak BMT akan mendampingi masyarakat 
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yang akan bertransaksi tersebut. Bahkan ada masyarakat yang sama 
sekali tidak tahu akan produk yang digunakan untuk bertransaksi maka 
pihak BMT akan memilah-milah sendiri produk yang akan digunakan 
dalam bertransaksi.
100
 
Mengingat kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat 
terkait produk-produk  yang ada di BMT, hal itu menjadi masalah 
tersendiri bagi BMT selain untuk membantu masyarakat dalam 
bertransaksi pihak BMT juga bisa memberikan pemahaman sedikit 
demi sedikit kepada masyarakat terkait dengan produk yang digunakan 
untuk bertransaksi. Selama ini para nasabah hanya mengikuti produk 
yang menjadi pilihan BMT untuk menabung dan melakukan 
pembiayaan walaupun mereka tidak mengetahui tentang produk yang 
digunakan tersebut.
101
 
Bermuamalah atau utang piutang haruslah ditulis atau dicatat, 
seperti dalam point j “harus ditulis/dicatat dan didokumentasikan 
terutama apabila transaksinya tidak tunai.”  Penulisan dan pencatatan 
transaksi tidak secara tunai sudah terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-
Baqarah ayat 282: 
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 ُهوُُبتْكَاف ىًّمَسُم ٍلَجَأ َلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَػياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُُّػَيأ َاي… 
Artinya: 
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya… 
 
Melakukan transaksi muamalah yang transaksinya tidak 
dilakukan secara tunai maka diperlukan penulisan dan pencatatan, hal 
ini bertujuan untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak 
yang bertransaksi yaitu pihak BMT dan nasabah. Apabila tidak 
dilakukan pencatatan terkait dengan transaksi yang digunakan 
ditakutkan seseorang yang bertransaksi tersebut lupa akan 
kewajibannya.
102
 
2) Evaluasi penerapannya dalam transaksi-transaksi di KJKS BMT Nur 
Insan Mandiri. 
a) Perlakuan terhadap anggota penyimpan dana. 
1) Dicatat dalam buku simpanan dan kartu simpanan, untuk 
simpanan mudharabah harian dan wadiah harian. 
2) Dicatat dalam kartu simpanan, untuk simpanan mudharabah    
berjangka dan wadiah berjangka. 
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3) Nisbah (porsi bagi hasil) untuk anggota dibayarkan setelah 
dikurangi kewajiban Zakat 2.5 %. 
4) Biaya administrasi hanya dikenakan apabila ganti buku baru 
simpanan mudharabah harian dan penutupan rekening simpanan 
atau keluar dari keanggotaan sebesar Rp.5000. 
5) Setoran pertama simpanan mudharabah harian minimal 
Rp.10.000, setoran berikutnya bebas. 
b) Perlakuan terhadap anggota pengguna dana dalam kerja sama 
pembiayaan/pinjaman. 
1) Dibuatkan akad perjanjian ditanda tangani oleh Pihak I (BMT) dan 
Pihak II (anggota) dan istri/suami anggota serta saksi dua orang laki-
laki. 
2) Menggunakan system bagi hasil untuk akad kerja sama  mudharabah 
dan musyarakah, marjin/keuntungan untuk akad kerja sama 
murabahah, infaq untuk akad qardhul hasan dan jasa/fee untuk akad 
kerja sama ijarah. 
3) Dibuatkan order pembelian kepada supplier untuk kepentingan 
anggota dalam akad kerja sama murabahah untuk pembelian barang 
yang memerlukan proses. 
4) Dibuatkan skala/jadwal pembayaran yang jelas. 
5) Anggota yang lalai Pihak I wajib mengingatkannya dan Pihak II 
wajib mematuhinya, tidak dikenakan denda/penalty atau tambahan 
biaya karena kelalaian tersebut. 
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6) Anggota dikenakan biaya administrasi Rp 10.000 
7) Menerima agunan yang diserahkan anggota. 
8) Apabila dilunasi sebelum jatuh tempo, maka wajib melunasi sisa 
hutang pokok dan bagi hasil atau marjin, infaq, fee bulan terakhir 
pelunasan. 
c) Layanan jasa transaksi on line atas dasar akad ijarah dimana BMT 
mendapatkan fee untuk layanan seperti pembayaran tagihan listrik, 
telfon dan PDAM. 
d) Kendala yang dihadapi. 
1) Bagi hasil dalam akad mudharabah kecenderungannya sama setiap 
bulan karena ada kesulitan kebanyakan anggota untuk 
menyampaikan laporan keuangan (Laba Usaha) secara tertib dan 
tepat waktu. 
2) Anggota tidak menyerahkan bukti pembelian, untuk memenuhi 
syarat akad kerjasama murabahah bil wakalah. 
Pembagian hasil akad mudharabah belum bisa berjalan dengan 
baik, hal ini juga diungkapkan oleh Sudaryanto selaku Pengelola BMT 
Nur Insan Mandiri bahwa ada beberapa masyarakat yang belum paham 
bagaimana membuat laporan keuangan terkait usaha yang 
dijalankannya, sehingga hal itu yang menjadi kendala bagi masyarakat 
untuk melakukan pembagian hasil keuntungan usaha dan 
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mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian hasil usaha yang 
dikelola oleh pihak mudharib.
103
 
Kewajiban dari lembaga keuangan syariah guna mendukung 
kinerja DPS, seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.03 tahun 
2000 adalah:
104
 
1) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan. 
2) Membantu kelancaran tugas DPS. 
 
dalam kurun waktu sebulan (1 bulan) atau tiga bulan (3 bulan) sekali DPS 
baru hadir ke BMT Yaqawiyyu, bahkan DPS hanya hadir ke BMT ketika 
mendapat undangan pada acara-acara yang digelar oleh pihak BMT, 
sehingga tidak terdapat ruang kerja bagi DPS dan ketika DPS hadir ke 
BMT akan ditempatkan di ruang kerja Pengelola BMT.
105
 Hal yang sama 
juga diungkapkan oleh DPS di BMT Nur Insan Mandiri, bahwa DPS tidak 
mempunyai ruang kerja karena BMT Nur Insan Mandiri merupakan BMT 
kecil dan hanya memiliki ruang kerja bagi pengelola BMT dan juga 
karyawan di BMT tersebut.
106
 
Menurut Muhammad Hidayat selaku manajer BMT Yaqawiyyu 
bahwa anggota DPS tersebut sebelumnya memang memiliki ruang kerja 
sendiri, hal ini bertujuan agar DPS dalam melaksanakan tugas 
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pengawasannya bisa berjalan dengan optimal. Mengingat DPS jarang hadir 
ke BMT sekalinya hadir ke BMT hanya 1-2 jam guna mengawasi kegiatan 
yang ada di BMT Yaqawiyyu, maka dari itu ruang kerja yang sebelumnya 
diperuntukkan bagi DPS sekarang juga ditempati oleh Pengelola BMT.
107
 
Model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, 
adalah:
108
 
1) Model penasihat, yaitu kedudukan pakar-pakar syariah selain 
sebagai penasihat semata, juga sebagai tenaga part time yang 
datang ke kantor jika diperlukan. 
2) Model pengawasan, yaitu pengawasan rutin yang dilakukan oleh 
beberapa pakar syariah di lembaga keuangan syariah untuk 
mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil 
keputusan operasional maupun keuangan organisasi. 
3) Model departemen syariah, dengan model ini pengawasan 
syariah yang dilakukan oleh pakar syariah bersifat full time, 
sehingga staff teknis dapat membantu tugas-tugas pengawasan 
syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen 
tersebut. 
 
Model penasihat seringkali dilakukan oleh kebanyakan anggota 
DPS di beberapa BMT, DPS juga merupakan tenaga part time atau paruh 
waktu yang datang ke BMT hanya sebentar yaitu 1-2 jam untuk 
melakukan pengawasan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan 
oleh pihak BMT. DPS BMT Nur Insan Mandiri selain untuk melakukan 
pengawasan terhadap operasional yang ada di BMT, DPS juga akan hadir 
ke BMT pada saat dibutuhkan oleh pihak BMT untuk memberi 
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nasihatterkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh para nasabah dan 
pihak BMT.
109
 
Pengawasan rutin yang dilakukan oleh DPS di BMT Yaqawiyyu 
dan BMT Nur Insan Mandiri sudah berjalan dengan baik, satu (1) bulan 
atau tiga (3) bulan sekali DPS hadir ke BMT untuk melakukan 
pengawasan. Apabila DPS tidak hadir ke BMT maka pengawasan bisa 
dilakukan oleh pengelola BMT,hal ini bertujuan untuk membantu agar 
kinerjaantara pihak BMT dengan DPS bisa berjalan dengan baik.
110
 
Seorang anggota DPS dalam menjalankan tugasnya juga berhak 
mendapatkan upah, hal itu merupakan salah satu bentuk penghargaan atas 
kinerja DPS dalam melakukan pengawasan.Hal ini juga merupakan salah 
satu unsur yang terdapat dalam pengertian professional, yaitu Upah 
artinya seorang yang professional akan mendapatkan penghasilan dari 
aktivitas profesinya atau pekerjaannya sebagai tumpuan hidup.
111
 
Fatwa DSN-MUI memang tidak menjelaskan mengenai uang jasa 
maupun gaji untuk DPS akan tetapi untuk menghargai kinerja DPS seperti 
yang terdapat dalam unsur professional, maka diperlukan adanya upah 
sebagai tumpuan hidup bagi DPS.  
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Dalam Pedoman Akad Syariah BMT juga dijelaskan bahwa DPS 
dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT, sehingga uang 
jasa yang diberikan DPS sesuai dengan ketentuan yang terdapat di masing-
masing BMT. DPS di BMT Yaqawiyyu diberikan uang jasa setiap 3 bulan 
sekali hal ini sesuai dengan kehadiran DPS dalam melaksanakan tugasnya 
untuk mengawasi BMT yaitu 3 bulan sekali.
112
Berbeda dengan BMT Nur 
Insan Mandiri yang pemberian uang jasa kepada DPS dilakukan setiap 1 
bulan sekali karena DPS hadir ke BMT setiap 1 bulan sekali.
113
 
Menurut penulis, seorang anggota DPS juga berhak mendapatkan 
upah atau gaji yang layak sesuai dengan kinerjanya. Dewan Pengawas 
Syariah dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi kegiatan operasional 
yang ada di BMT sesuai dengan keahliannya sebagai pengawas syariah, 
maka dari itu perlu adanya apresiasi atas kinerja yang dihasilkan oleh DPS 
tersebut dengan cara memberikan upah yang layak bagi DPS. 
Seorang anggota DPS dalam menjalankan tugasnya harus 
memahami tentang prinsip-prinsip etika profesi, yang meliputi:
114
 
1) Tanggung jawab, yaitu seorang yang professional harus 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan 
hasilnya, juga bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi 
tersebut bagi kehidupan orang lain atau masyarkat pada 
umumnya. 
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2) Keadilan, seseorang yang professional harus memberikan 
kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 
3) Otonomi, dalam hal ini setiap kaum professional agar memiliki 
dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. 
 
Tanggung jawab seorang anggota DPS bisa dilihat dari cara DPS 
tersebut membuat laporan hasil pengawasan yang diberikan setiap 1 tahun 
sekali. Selain mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah 
agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, melakukan pembinaan akhlak 
seluruh karyawan di lembaga keuangan syariah berdasarkan dengan sistem 
pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya dan juga 
melakukan seleksi karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.
115
 
Menurut Muhammad hidayat selaku manajer BMT Yaqawiyyu 
bahwa pembinaan DPS terhadap para karyawan di BMT Yaqawiyyu 
dilakukan setiap 3 bulan sekali, hal ini bertujuan agar karyawan di BMT 
Yaqawiyyu dalam menjalankan tugasnya tidak bertentangan dari prinsip-
prinsip syariah. DPS juga ikut terlibat dalam seleksi karyawan barukarena 
hal itu sudah menjadi tanggung jawab DPS untuk ikut membangun BMT 
Yaqawiyyu kearah yang lebih baik.
116
 
Pembinaan karyawan di BMT Nur Insan Mandiri berbeda dengan 
BMT Yaqawiyyu, setiap 2 minggu sekali DPS mengadakan kajian umum 
terhadap karyawan, nasabah dan masyarakat umum. Kajian yang diadakan 
oleh DPS juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap karyawan 
                                                          
115
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 542. 
116
 Muhammad Hidayat, Manajer BMT Yaqawiyyu, Wawancara Pribadi, 8 September 
2017, jam 09.00-10.00 WIB. 
59 
 
 
yang ada di BMT tersebut.
117
 Sampai saat ini DPS belum dilibatkan untuk 
menyeleksi karyawan baru di BMT Nur Insan Mandiri karena BMT Nur 
Insan Mandiri merupakan BMT kecil yang jarang sekali membuka 
lowongan untuk menerima karyawan baru.
118
 
Seorang anggota DPS dalam menjalankan tugasnya sebagai 
pengawas syariah tidak ada campur tangan dari pihak manapun artinya 
tidak ada yang mengganggu kinerja DPS dalam melakukan pengawasan. 
DPS juga harus adil dan tidak memihak siapa pun, apabila terdapat 
karyawan bahkan pengelola BMT dalam menjalankan tugasnya terdapat 
kesalahan maka DPS juga wajib untuk menegurnya.
119
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BAB IV 
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN 
SYARIAH COMPLIANCE DI BMT YAQAWIYYU DAN BMT NUR 
INSAN MANDIRI 
 
A. Status/Kedudukan DPS di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT 
Nur Insan Mandiri Sukoharjo 
Kedudukan DPS di BMT Yaqawiyyu sudah ada sejak pendirian 
BMT pada tahun 1996 dan sudah 3 kali pergantian DPS. Pada tahun 2007-
2014 sebelum menjadi Dewan Pengawas Syariah, Mustangin menjabat 
sebagai Ketua Pengurus BMT, kemudian pada tahun 2014-sekarang 
Mustangin menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersama 
Arif Munandar.
120
 
Menurut Mustangin, DPS di BMT Yaqawiyyu tidak punya garis 
komando dan berdiri sendiri sehingga tidak ada campur tangan dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPS. DPS juga tidak memihak siapapun 
dalam mengawasi kegiatan BMT Yaqawiyyu agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yang ada di Fatwa DSN-MUI.
121
 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen 
yang ditempatkan oleh DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah, 
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sehingga dalam mengawasi operasional kegiatan BMT, DPS tidak 
memihak siapapun.
122
 Hal ini seperti yang terdapat di BMT Yaqawiyyu 
bahwa dalam mengawasi operasional BMT, DPS tidak memihak siapapun 
dan apabila ada seorang karyawan, manajer bahkan pengelola BMT yang 
dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Maka 
DPS wajib untuk menegur dan memberi nasihat.
123
 
Pertama kali berdiri BMT Nur Insan Mandiri sudah memiliki dua 
Dewan Pengawas Syariah (DPS), hal ini juga diungkapkan oleh Khotibul 
Umam selaku DPS di BMT tersebut, bahwa sejak pendirian BMT yaitu 
tahun 2010 sampai sekarang BMT Nur Insan Mandiri telah memiliki dua 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Bapak Khotibul Umam dan Bapak 
Mu‟in. Penetapan kedua anggota DPS tersebut berdasarkan hasil rapat 
anggota.
124
 
Menurut Sudaryanto selaku Pengelola BMT Nur Insan Mandiri 
bahwa selama 7 tahun berdiri, BMT Nur Insan Mandiri belum melakukan 
pergantian pengurus sehingga selama dua periode ini, DPS yang ada di 
BMT Nur Insan Mandiri posisinya masih sama. Berbeda dengan BMT 
Yaqawiyyu yang sudah 3 kali mengalami pergantian pengurus dan DPS, 
kekurangan SDM yang mengetahui tentang ilmu syariah dan perbankan 
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serta persaingan dengan bank konvensional masih menjadi kendala di 
BMT Nur Insan Mandiri sampai saat ini.
125
 
BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri sama-sama 
memiliki dua anggota DPS, hal ini tentu berbeda dengan ketetapan yang 
termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.03 tahun 2000 yang meliputi: 
1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga 
orang anggota Dewan Pengawas Syariah. 
2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. 
3) Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 tahun 
dan akan mengalami pergantian antar waktu, apabila meninggal 
dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah 
yang bersangkutan atau telah merusak citra Dewan Syariah 
Nasional.
126
 
 
Mengingat banyak orang yang belum mengetahui tentang ilmu 
syariah terutama yang berkaitan dengan fiqh muamalah, ilmu akuntansi 
dan ilmu koperasi sehingga hal itu menjadi kendala seseorang untuk 
menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah.
127
 Khotibul Umam DPS BMT 
Nur Insan Mandiri juga mengungkapkan hal yang sama kekurangan SDM 
yang mengetahui ilmu muamalah masih menjadi kendala di beberapa 
BMT sampai saat ini, jangankan untuk menempatkan tiga orang sebagai 
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DPS di lembaga keuangan syariah khususnya BMT, untuk melakukan 
pergantian DPS sampai sekarang belum bisa terealisasikan dengan baik.
128
 
Masing-masing DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan 
Mandiri memiliki kedudukan yang penting. Seorang anggota DPS di BMT 
Yaqawiyyu selain bertugas untuk mengawasi operasional kegiatan BMT, 
DPS juga memberikan kajian kepada para pengurus BMT terkait dengan 
akad-akad syariah dan ilmu agama.
129
 DPS di BMT Nur Insan Mandiri 
bukan hanya sebagai pengawas syariah dan pengisi kajian BMT terkait 
dengan ilmu syariah yang diadakan setiap 2 minggu sekali. DPS juga 
mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan BMT dan merupakan 
perintis awal lahirnya BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo pada tahun 
2010.
 130 
BMT Yaqawiyyu merupakan BMT yang berada dibawah pimpinan 
Muhammadiyah, sehingga pengurus inti dan DPS BMT tersebut dipilih 
langsung dari Muhammadiyah. untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam 
struktur organisasi BMT Yaqawiyyu, sebagai berikut;
 
 
                                                          
128
 Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah BMT Nur Insan Mandiri, Wawancara 
Pribadi, 21 September 2017, jam 07.30-08.30 WIB 
129
 M. Mustangin, Dewan Pengawas Syariah BMT Yaqawiyyu, Wawancara Pribadi, 4 
Oktober 2017, jam 11.00-12.00 WIB 
130
 Sudaryanto, Pengelola BMT Nur Insan Mandiri, Wawancara Pribadi, 24 Agustus 
2017, jam 10.00-11.00 WIB        
           
  
 
64 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten. 
Struktur organisasi di BMT Yaqawiyyu  menjelaskan bahwa 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Musyawarah Pengurus 
Muhammadiyah mengadakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT). Hasil dari 
RAT tersebut maka dibentuklah Pengurus dan Pengawas, Pengawas terdiri 
dari Pengawas Syariah dan Pengawas Manajemen. Hubungan antara 
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Pengawas dan Pengurus di BMT Yaqawiyyu adalah timbal balik dan 
saling membutuhkan satu sama lain, karena Pengawas, khususnya 
Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasional BMT agar 
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
131
 
Kedudukan DPS di BMT Nur Insan Mandiri bisa dilihat dalam 
struktur organisasi berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Gambar 2.  Struktur Organisasi BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo 
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Struktur organisasi di BMT Nur Insan Mandiri menjelaskan bahwa 
rapat anggota berperan penting dalam kegiatan di BMT tersebut. BMT Nur 
Insan Mandiri juga merupakan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) sehingga dalam pemilihan Pengurus dan juga Pengawas yaitu 
Pengawas Syariah dan Pengawas Manajemen harus berdasarkan dari hasil 
Rapat Anggota. Kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus dalam hal ini 
mengkoordinasi Baitul Maal dan Baitul Tamwil akan diawasi oleh 
Pengawas Syariah dan Pengawas Manajemen. 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Yaqawiyyu dan BMT 
Nur Insan Mandiri sama-sama memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. 
Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Yaqawiyyu 
Jatinom Klaten dipilih oleh Pengurus BMT yang diambil dari Pengurus 
atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Kemudian Pengurus BMT dan 
Muhammadiyah mengadakan Rapat Anggaran Tahunan atau Muhtamar 
Muhammadiyah yang diadakan 5 tahun sekali di Gedung Dakwah 
Muhammadiyah Jatinom. Hasil dari rapat tersebut, maka ditetapkanlah 
seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Yaqawiyyu dengan 
masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali pada periode berikutnya. 
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini:
132
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Gambar 3. Penetapan Anggota DPS di BMT Yaqawiyyu 
Rapat Anggota masih berperan penting dalam pemilihan dan 
penetapan anggota baru khususnya DPS di BMT Nur Insan Mandiri, 
berbeda dengan BMT Yaqawiyyu yang dalam pemilihan dan penetapan 
anggota baru harus melalui Muhtamar Muhammadiyah dan RAT BMT. 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Nur Insan Mandiri memiliki 
masa jabatan 5 tahun karena selama belum ada pihak yang menggantikan 
posisi DPS di BMT tersebut, maka DPS dapat dipilih kembali dalam Rapat 
Anggota di periode berikutnya. Mengingat kurangnya Sumber Daya 
Manusia yang mengetahui akan ilmu syariah khususnya muamalah dan 
perbankan, sehingga BMT Nur Insan Mandiri memberi masa jabatan DPS 
selama 5 tahun dan dapat dipilih pada periode berikutnya.
133
 
Fatwa DSN-MUI No.03 tahun 2000 telah menjelaskan tentang 
 
 “masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) 
tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu, apabila 
meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan 
syariah yang bersangkutan atau telah merusak citra Dewan Syariah 
Nasional”.134 
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Hal ini juga berlaku di BMT Yaqawiyyu, apabila DPS dalam 
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur dan telah merusak 
nama baik BMT, maka pada saat itu juga DPS akan diberhentikan dari 
jabatannya sebagai Pengawas Syariah di BMT.
135
 
Berbeda dengan Fatwa DSN-MUI yang menetapkan masa jabatan 
DPS selama 4 tahun, DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan 
Mandiri masing-masing memiliki masa jabatan sebagai Dewan Pengawas 
Syariah selama 5 tahun. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar yang 
terdapat di masing-masing BMT tersebut.
136
 Apabila masa jabatan DPS 
telah habis, maka DPS tersebut dapat dipilih dalam periode berikutnya, hal 
ini sesuai dengan perangkapan anggota DPS yang terdapat dalam Fatwa 
DSN-MUI yang meliputi:
 137
 
4) Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di 
satu perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. 
5) Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi 
anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat 
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya 
pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah. 
6) Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya 
ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau 
menunggu berakhirnya tugas. 
Keterbatasan jumlah tenaga dan SDM yang mengetahui tentang 
Fiqh Muamalah, ilmu akuntansi dan ilmu koperasi hal ini yang menjadi 
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alasan dalam pemilihan kembali anggota DPS setelah habis masa 
jabatannya. Menurut Khotibul Umam DPS jika DPS tersebut masih 
mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah 
dan apabila belum ada pihak yang dirasa mampu untuk menggantikan 
peran DPS di BMT tersebut, maka DPS dapat dipilih kembali dalam 
periode berikutnya.
138
 
B. Tugas dan Fungsi DPS di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dan BMT 
Nur Insan Mandiri Sukoharjo 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, tugas utama DPS adalah untuk 
mengawasi jalannya kegiatan lembaga keuangan syariah.
139
 Menurut 
Mustangin, DPS di BMT Yaqawiyyu jarang hadir ke BMT sehingga DPS 
hanya hadir ke BMT satu (1) bulan bahkan tiga (3) bulan sekali untuk 
mengawasi kegiatan BMT, mengingat tugas DPS adalah untuk mengawasi 
jalannya operasional BMT. Bahkan DPS hanya akan hadir ke BMT ketika 
ada kegiatan atau undangan dari pihak BMT.
140
 Hal yang sama juga 
diungkapkan Khotibul Umam selaku DPS di BMT Nur Insan Mandiri 
bahwa DPS di BMT tersebut hadir ke BMT untuk melakukan pengawasan 
terhadap kegiatan yang ada di BMT.
141
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Tugas DPS di BMT Yaqawiyyu mengacu pada Pedoman Tugas 
dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat di dalam 
Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT, yang meliputi:
 142
 
1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT 
dengan Fatwa DSN-MUI serta PAS BMT. 
2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang 
dikeluarkan BMT. 
3) Memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT 
secara keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah). 
4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan 
fatwa kepada dewan syariah asosiasi untuk diteruskan kepada DSN. 
5) Menyampaikan hasil pengawasan/audit syariah sekurang-kurangnya 
setiap 6 bulan kepada pengurus/pengelola. 
6) Memberikan opini pada RAT. 
Berbeda dengan BMT Yaqawiyyu yang mana tugas DPS di BMT 
tersebut mengacu kepada Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT sedangkan 
di BMT Nur Insan Mandiri tugas dan fungsi DPS mengacu terhadap aturan 
Kelembagaan yang dibuat oleh BMT Nur Insan Mandiri, yang meliputi: 
1) Mengusulkan calon pengurus. 
2) Memberi nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan 
BMT agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
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3) Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah 
sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan. 
4) Melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah. 
5) Melaporkan hasil pemeriksaan/pengawasan pelaksanaan prinsip 
ekonomi syariah kepada rapat anggota. 
Tugas dan fungsi DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan 
Mandiri memiliki kesamaan dalam hal mengawasi kegiatan BMT agar 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan nasihat maupun opini 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di BMT dan melaporkan hasil 
pengawasan DPS kepada Rapat anggota ataupun RAT BMT. Hal ini sesuai 
dengan Surat Keputusan DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang 
Susunan Pengurus DSN-MUI Masa Bhakti Th.2000-2005 bahwa DSN 
memberikan tugas kepada DPS untuk:
 143
 
5) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan 
syariah. 
6) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan 
syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan 
kepada DSN. 
7) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga 
keuangan yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 
dua kali dalam setahun anggaran. 
8) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan 
dengan DSN. 
Menurut penulis, pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BMT 
Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri sudah sesuai dengan tugas DSN 
kepada DPS, karena baik BMT Yaqawiyyu dan BMT Nur Insan Mandiri 
memiliki peraturan dan jadwal tersendiri terkait dengan tugas DPS untuk 
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melakukan pengawasan terhadap operasional yang ada di BMT. 
pengawasan DPS di BMT Yaqawiyyu dilakukan setiap 1 (satu) bulan 
sekali atau 3 (tiga) bulan sekali sedang di BMT Nur Insan Mandiri DPS 
melakukan pengawasan setiap 1 (satu) bulan sekali. 
Pelaporan DPS terkait dengan perkembangan produk serta hasil 
pengawasannya terhadap operasional BMT kepada DSN, sampai saat ini 
belum bisa terealisasikan dengan baik. Laporan hasil pengawasan DPS 
terkait dengan operasional BMT hanya diberikan kepada pihak BMT yang 
dalam hal ini adalah RAT BMT dan Rapat Anggota BMT. 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.03 Tahun 2000 bahwa fungsi 
utama DPS adalah:
144
 
1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan 
unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah 
mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 
2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN 
dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan 
produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang 
memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 
 
Pemberian nasihat dan saran terkait dengan pelaksanaan yang ada 
di BMT Yaqawiyyu dilakukan oleh DPS setiap satu (1) bulan sekali hal ini 
merupakan salah satu bentuk laporan lisan DPS kepada pihak BMT.
145
 Hal 
yang sama juga dilakukan oleh DPS di BMT Nur Insan Mandiri yang  
memberikan nasihat kepada pihak BMT terkait dengan pelaksanaan 
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kegiatan yang ada di BMT Nur Insan Mandiri yang dilakukan setiap satu 
(1) bulan sekali.
146
 
Pelaporan hasil pengawasan DPS di BMT Yaqawiyyu dilakukan 
dengan cara lisan dan tertulis, laporan lisan dilakukan setiap satu (1) bulan 
sekali hal ini bertujuan apabila dalam pelaksanaan kegiatan BMT terjadi 
penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah maka akan segera ditegur dan 
diperbaiki. Laporan tertulis DPS dilakukan setiap satu (1) tahun sekali 
yang diberikan kepada pihak BMT dalam RAT pengurus BMT.
147
 Laporan 
hasil pengawasan di BMT Nur Insan Mandiri berbeda dengan BMT 
Yaqawiyyu, di BMT Nur Insan Mandiri seorang DPS hanya membuat 
laporan tertulis yang diberikan kepada pihak BMT dalam Rapat Anggota 
pengurus BMT.
148
 
Penyampaian hasil pengawasan DPS merupakan salah satu bentuk 
kewajiban DPS, menurut Fatwa DSN-MUI kewajiban anggota DPS 
meliputi:
 149
 
1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN. 
2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak 
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah 
difatwakan DSN. 
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3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga 
keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada DSN, 
sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. 
 
Menurut penulis, pelaporan hasil pengawasan DPS baik di BMT 
Yaqawiyyu maupun BMT Nur Insan Mandiri berbeda dengan ketentuan 
pelaporan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, yang mana seorang 
anggota DPS wajib melaporkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya 
dua kali dalam satu tahun. Akan tetapi DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT 
Nur Insan Mandiri melaporkan hasil pengawasannya setiap satu tahun 
pada RAT BMT maupun Rapat anggota pengurus BMT. 
Perbedaan tugas dan fungsi DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT 
Nur Insan Mandiri terletak pada pengkajian produk dan jasa baru yang 
belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah asosiasi 
untuk diteruskan kepada DSN serta pengusulan calon pengurus di BMT 
Nur Insan Mandiri. Menurut Muhammad Hidayat selaku manajer BMT 
Yaqawiyyu bahwa anggota DPS BMT Yaqawiyyu sampai saat ini belum 
mengeluarkan produk baru.
150
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh 
Mustangin DPS di BMT Yaqawiyyu bahwa DPS di BMT tersebut belum 
mengeluarkan produk atau akad baru, mengingat akad murabahah dan 
mudharabah di BMT tersebut belum berjalan dengan optimal. Fokus DPS 
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di BMT Yaqawiyyu sampai saat ini adalah tentang pengembangan akad 
murabahah dan akad mudharabah agar bisa berjalan dengan optimal.
151
 
Pengusulan calon pengurus merupakan salah satu tugas DPS di 
BMT Nur Insan Mandiri yang sampai saat ini belum bisa terealisasikan 
dengan baik. Menurut sudaryanto bahwa selama BMT Nur Insan Mandiri 
berdiri sampai saat ini belum melakukan pergantian pengurus, kekurangan 
SDM yang mengetahui ilmu perkoperasian dan ilmu syariah masih 
menjadi kendala DPS untuk mengusulkan calon pengurus baru.
152
 
Pengujian substanstif materi syariah terhadap produk pembiayaan 
di BMT Yaqawiyyu merupakan salah satu tugas DPS di BMT Yaqawiyyu 
yang mengacu pada Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT dan didasarkan 
pada akad yang digunakan dalam produk di BMT tersebut. 
1) Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan mudharabah yang harus 
dilakukan oleh DPS, antara lain sebagai berikut:
153
 
a) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT 
kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang 
persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. 
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b) Meneliti apakah akad pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI serta PAS BMT tentang mudharabah. 
c) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai 
prinsip syariah. 
d) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian 
pembiayaan mudharabah. 
e) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan 
mudharabah.  
f) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk 
jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. 
2) Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan musyarakah yang harus 
dilakukan oleh DPS, antara lain sebagai berikut:
154
 
a) Meneliti apakah akad pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI serta PAS BMT tentang musyarakah. 
b) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai 
dengan prinsip syariah. 
c) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT 
kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang 
persyaratan pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan. 
d) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal 
bersama musyarakah. 
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e) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan 
musyarakah. 
Menurut Mustangin pembiayaan akad mudharabah dan 
musyarakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Fatwa DSN-MUI. Sistem bagi hasil produk mudharabah dan 
musyarakah sampai saat ini belum bisa berjalan sesuai dengan yang 
difatwakan oleh DSN-MUI, beberapa kendala seperti nasabah yang 
belum mengetahui cara membuat laporan usaha, sehingga banyak dari 
nasabah yang memanipulasi data dalam pelaporan hasil usahanya dan 
mengakibatkan pihak BMT belum menerima bagi hasil dari usaha 
yang dibiayainya. Melihat hal itu pihak DPS hanya menasihati dan 
juga memberi peringatan kepada pihak nasabah untuk segera 
melaporkan hasil usahanya dalam jangka waktu tertentu.
155
 
3) Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip 
murabahah yang harus dilakukan oleh DPS, antara lain:
156
 
a) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 
syariah Islam. 
b) Memastikan BMT menjual barang tersebut kepada anggota 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus marjin. Dalam 
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hal anggota membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka 
akan mengurangi tagihan BMT kepada anggota. 
c) Meneliti apakah akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI serta PAS BMT tentang murabahah. 
d) Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh BMT secara 
terpisah dari akad murabahah, apabila BMT hendak mewakilkan 
kepada anggota untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. 
Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara 
prinsip menjadi milik BMT yang dibuktikan dengan faktur atau 
kuintansi jual-beli yang bisa dipertanggung jawabkan. 
e) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan 
setelah adanya permohonan anggota dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau aset kepada BMT. 
Pembiayaan akad murabahah sudah berjalan sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI, akan tetapi sampai saat ini DPS belum melakukan 
pengecekan secara optimal terhadap nota pembelian pihak II 
(pembeli). Hal itu mengakibatkan membuka peluang bagi anggota 
atau nasabah untuk melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan 
akad murabahah tersebut.
157
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4) Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan 
berdasarkan prinsip ijarah dilakukan dalam rangka memperoleh bukti 
guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut, antara lain:
158
 
a) Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak 
dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip 
syariah. 
b) Meneliti apakah akad pembiayaan ijarah telah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI serta PAS BMT tentang ijarah. 
c) Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam Ijarah 
Muntahiya Bit Tamlik dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan 
dalam akad ijarah, janji (wa‟ad) untuk pengalihan kepemilikan 
harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. 
d) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa 
menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang 
berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lainnya 
antara lain ketentuan standar akad. 
e) Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan 
akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 
nominal bukan dalam bentuk prosentase. 
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5) Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan 
berdasarkan prinsip qardh dilakukan dalam rangka memperoleh bukti 
guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut, antara lain:
159
 
a) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip qardh tidak dipergunakan 
untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. 
b) Meneliti apakah akad pembiayaan qardh telah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI serta PAS BMT tentang qardh. 
c) Meneliti bahwa anggota yang terkena sanksi denda adalah anggota 
yang lalai yaitu anggota yang mempunyai kemampuan secara 
ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran. 
d) Memastikan bahwa BMT telah memberikan kelonggaran waktu 
yang cukup kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam 
hal anggota tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat 
penurunan usaha (business losses). 
e) Meneliti bahwa pendapatan yang diterima BMT dari anggota atas 
pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. 
f) Memastikan sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan 
qardh konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana 
investasi (dana mudharabah) atau modal BMT. 
                                                          
159
 Ibid..,hlm. 26. 
 
81 
 
 
g) Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk 
pembiayaan qardh dalam rangka dana talangan adalah berasal dari 
modal BMT. 
C. Peluang 
Bahwa untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah tidak 
cukup hanya mengerti tentang ilmu keuangan dan perbankan, selain itu 
menjadi seorang DPS tidak hanya mengerti tentang ilmu agama seperti 
kyai dan ulama. Kebanyakan BMT mengartikan DPS yang memberikan 
masukan kepada BMT terkait dengan ilmu-ilmu agama, maka dari itu 
dengan berbekal ilmu agama dari kyai, ulama bahkan ustadz dirasa sudah 
cukup untuk mengawasi kegiatan yang ada di BMT. 
Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan dari DSN yang 
ditempatkan di lembaga keuangan syariah dan bertugas untuk mengawasi 
operasional dari lembaga keuangan syariah tersebut agar tidak 
bertentangan dari prinsip-prinsip syariah, yang dalam hal ini adalah Fatwa 
DSN-MUI.
160
 
Menurut Parson, seorang anggota DPS dikatakan professional 
apabila memiliki kriteria sebagai berikut:
 161
 
1) Profesi mensyaratkan suatu pekerjaan itu harus didasarkan pada 
suatu pendidikan teknis formal yang dilengkapi dengan cara 
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pengujian yang terinstitusionalisasikan pendidikannya, dan 
kompetensi orang-orang dari hasil didikannya. Pengujian para 
calon pengemban profesi sangat mengutamakan evaluasi 
rationalitas kognitif yang diterapkan pada bidang khusus 
tertentu. Oleh karena itu, sangat menekankan unsur intelektual. 
2) Adanya suatu penguasaan tradisi kultural dalam mengamalkan 
keahlian tertentu. Dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu 
sistem nilai yang berfungsi sebagai suatu standar normatif yang 
menjadi kerangka orientasi dalam mengemban suatu profesi 
yang bersangkutan. 
3) Untuk menjamin bahwa kompetensi dari suatu okupasi 
(pekerjaan) akan digunakan cara-cara yang secara sosial 
bertanggung jawab, harus ada institusional berupa organisasi 
profesi, etika dan kode etik profesi dengan prosedur 
penegakannya, serta cara rekrutasi. 
 
Berdasarkan dengan kriteria seorang yang professional di atas, 
seharusnya anggota DPS paham dan mengerti tentang fiqih muamalah, 
hukum dan ekonomi karena hal tersebut menyangkut dengan profesi DPS 
untuk mengawasi operasional BMT. Pengetahuan tentang fiqih muamalah, 
hukum dan ekonomi dapat membantu DPS dalam membuat laporan 
pengawasan terkait dengan kontrak dan produk yang ada di BMT. 
Pengetahuan dan pemahaman dibidang ekonomi dapat membantu 
DPS dalam masalah keuangan seperti perhitungan bagi hasil. Penetapan 
anggota DPS di beberapa lembaga keuangan syariah hanya didasarkan 
pada kepopuleran seseorang atau tokoh khususnya dalam ormas Islam, 
seperti kyai dan ulama yang memahami tentang ilmu syariah.
 162  
Maka dari itu, seorang DPS haruslah dipilih dari seseorang yang 
berkompeten akan bidang muamalah, perbankan dan keuangan syariah. 
Khususnya bagi sarjana-sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 
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memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi seorang Dewan 
Pengawas Syariah di salah satu lembaga keuangan syariah, karena para 
sarjana dari Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sudah memiliki 
pengetahuan dan pemahaman akan bidang muamalah. 
D. Tantangan 
Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi salah 
satu pilihan masyarakat dalam bertransaksi agar terhindar dari unsur riba, 
gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi).
163
 Maka agar lembaga 
keuangan terbebas dari unsur-unsur tersebut dan bisa menjalankan 
fungsinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dibutuhkan seorang 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi 
operasional dari lembaga keuangan  syariah tersebut.
164
 
Adanya DPS di dalam lembaga keuangan syariah dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena dengan adanya 
pengawasan dari DPS terkait kegiatan dan produk yang terdapat di dalam 
lembaga keuangan syariah masyarakat merasa aman dan percaya, DPS 
dapat menghindari dan meminimalisir dari transaksi-transaksi non halal.
165
 
Sampai saat ini, ketersediaan sumber daya manusia untuk menjadi 
anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih sedikit. Hal itu 
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mengakibatkan penetapan anggota DPS di beberapa lembaga keuangan 
syariah khususnya di BMT tidak kompeten dalam bidang fiqh muamalah, 
bidang keuangan atau akuntansi. Akan tetapi kebanyakan dari BMT 
memilih anggota DPS berdasarkan pemahamannya akan ilmu agama dan 
fiqh muamalah. 
Pada dasarnya tugas dan fungsi serta peran anggota DPS dalam 
lembaga keuangan syariah adalah sebagai penasihat dan sebagai mediator 
antara lembaga keuangan syariah dengan DSN. Akan tetapi ada tantangan 
lain guna memaksimalkan peran anggota DPS, yaitu sebagai auditor 
syariah.
166
 
Audit syariah merupakan sebuah proses pemeriksaan sistematis 
atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap 
prinsip syariah, khususnya dalam hal laporan keuangan dan tidak hanya 
terbatas pada produk yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah 
tetapi juga penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam 
aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, 
kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan 
terhadap prinsip syariah.
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Permasalahan anggota DPS untuk menjadi seorang auditor syariah 
di lembaga keuangan syariah terletak pada aspek kompetensi yang dimiliki 
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oleh DPS tersebut. Kefasihan akan bahasa arab dan inggris serta 
pemahaman dengan pengetahuan di bidang syariah, fiqh muamalah, 
keuangan, audit dan bisnis. Sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi 
DPS agar bisa menjadi auditor syariah yang kompeten di bidangnya.
 168 
Bagi anggota DPS penting untuk menambah pengetahuan dan 
kompetensinya dalam bidang fiqh muamalah, keuangan dan akuntansi 
untuk itu perlu adanya pelatihan intensif seperti training yang diadakan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Hal itu bertujuan agar DPS tidak hanya 
paham akan bidang fiqh muamalah saja, tetapi juga paham akan bidang 
keuangan dan akuntansi sehingga DPS bisa diusulkan untuk menjadi 
seorang auditor syariah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab 
sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikatakan professional 
bisa dilihat dari laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh DPS. Melalui 
laporan hasil pengawasan tersebut, pihak BMT bisa menilai kinerja DPS 
selama melaksanakan tugasnya untuk mengawasi jalannya akad-akad 
yang ada di BMT. Laporan hasil pengawasan DPS di BMT Yaqawiyyu 
dilakukan secara lisan yaitu 1 bulan sekali dan laporan tertulis dilakukan 
1 tahun sekali pada RAT BMT, sedangkan di BMT Nur Insan Mandiri 
laporan hasil pengawasan DPS dilakukan secara tertulis yang diberikan 
setiap 1 tahun sekali pada Rapat Anggota BMT. Pengetahuan dan 
pemahaman akan bidang Fiqih Muamalah dan ilmu akuntansi merupakan 
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anggota DPS ditiap-tiap BMT, 
dengan adanya pemahaman dan pengetahuan di bidang tersebut anggota 
DPS diharapkan dapat menjalankan kinerja dan tugasnya sebagai 
Pengawas Syariah secara optimal.DPS di BMT Yaqawiyyu dan BMT 
Nur Insan Mandiri sudah professional, akan tetapi professionalitasnya 
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perlu ditingkatkan agar kinerja DPS dalam melaksanakan tugasnya bisa 
maksimal. 
2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di BMT Yaqawiyyu 
dirasa kurang maksimal karena DPS hadir ke BMT setiap 1 bulan sekali 
atau 3 bulan untuk melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya 
operasional BMT, bahkan DPS di BMT Yaqawiyyu hadir ke BMT ketika 
mendapat undangan kegiatan BMT. Begitu juga dengan peran DPS di 
BMT Nur Insan Mandiri dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan 
tugasnya untuk mengawasi operasional BMT yang dilakukan setiap 1 
bulan sekali bahkan DPS hadir ke BMT ketika diminta oleh pihak 
BMT.Hal ini tentu mengakibatkan tugas dan fungsi DPS di BMT 
Yaqawiyyu belum optimal sehingga mengakibatkan jalannya akad 
murabahah dan mudharabah sampai sekarang mengalami kendala dalam 
hal pelaporan dan pembagian hasil antar nasabah dan pihak BMT sedang 
BMT Nur Insan Mandiri dalam akad mudharabah sampai sekarang juga 
masih mengalami kendala terkait dengan pembagian hasil antar nasabah 
dan pihak BMT. Akan tetapi, dengan adanya DPS di BMT Yaqawiyyu 
maupun BMT Nur Insan Mandiri, operasional BMT seperti akad-akad 
yang ada di BMT dan transaksi yang ada di BMT sudah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI. 
B. Saran-saran 
1) Dengan bekal ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan juga 
pemahaman di bidang fiqh muamalah dan keuangan syariah. Maka 
88 
 
 
mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah memiliki peluang besar untuk 
menjadi anggota DPS. 
2) Perlu adanya pelatihan bagi calon anggota DPS, agar dalam 
pengawasan lembaga keuangan syariah bisa berjalan dengan optimal 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
BMT: 
1. Ada berapa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT? 
2. Bagaimana kedudukan DPS di BMT ? 
3. Sudah berapa kali BMT melakukan pergantian DPS? 
4. Apa yang melatarbelakangi penetapan anggota DPS di BMT? 
5. Dalam kegiatan-kegiatan BMT apa saja DPS juga dilibatkan? 
6. Bagaimana tugas dan fungsi DPS di BMT? 
7. Berapa bulan sekali diadakan rapat dengan DPS? 
8. Fasilitas apa yang diberikan BMT guna mendukung kinerja DPS? 
Dewan Pengawas Syariah (DPS): 
1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai anggota DPS? 
2. Apakah terdapat kendala-kendala yang bapak hadapi ketika menjabat 
sebagai DPS? 
3. Bagaimana peran DPS jika di BMT terdapat pembiayaan bermasalah? 
4. Apakah selama menjadi DPS bapak juga berpartisipasi untuk 
mengeluarkan produk baru? 
5. Apakah bapak juga memberikan saran, nasihat kepada karyawan yang 
dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? 
6. Contoh akad apa yang memerlukan pendapat dari DPS? 
7. Sebagai Pengawas Syariah, hal-hal apa saja yang bapak awasi di BMT ? 
8. Untuk pelaporan DPS dilakukan berapa kali? 
9. Pelaporan hasil pengawasan DPS diberikan kepada siapa ? 
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